
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR ! • TAHUN 2016 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : babwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), 

Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan 

Pemerintab Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang 

Bangunan Gedung per lu menetapkan Peraturan Daerab 

tentang Bangunan Gedung; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang 

Pembentukan Daerab-daerab T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambaban Lembaran Negai'a Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tabun 2000 Nomor 258, Tambaban 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a b u n 2002 Nomor 134; Tambaban Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4247); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82; 

Tambaban Lembaran I'^egara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telab beberapa ka l i d iubab terakbir dengsm Undang-

Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58 Tambaban Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintab Noimor 36 t a b u n 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tabun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tabun 2005 Nomor 83, 

Tambaban Lembaran Negsira Republ ik Indonesia Nomor 

4532); 

8. Peraturan Menter i F'ekerjaan Umum Nomor 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung; 

9. Peraturan Menter i F'ekerjaan Umuitn Nomor 

06/PRT/M/2007 tentang F>edoman U m u m Rencana Tata 

Bangunan dan L ingkungan; 

10. Peraturan Menter i F'ekerjaan U m u m Nomor 

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Iz in Mend i r ikan 

Bangunan Gedung; 

11 . Peraturan Menter i F'ekerjaan U m u m Nomor 

25/PRT/M/2007 tentang F'edoman Serti f ikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung; 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 2010 

tentang Pedoman Pemberian I j in Mend i r ikan Bangunan; 

13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerab. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER^^H KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemeri i i tah Daerah adalah Wal ikota sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer i i i taban Daerab yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intaban yang menjadi kewenangan Daerab otonom. 

3. Wal ikota adalab Wal ikota Gorontalo. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerab y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t SKPD 

a d a l a h Satuan Kerja Perangkat Daerab yang tugas pokoknya d i bidang 

penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

5. Bangunan Gedung adalab w u j u d f isik basi l pekerjaan kons t ruks i yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya , sebagian a tau se lurubnya 

berada d i atas dan/atau d i da lam tanab dan/atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat manus ia me lakukan key^iatannya, ba ik u intuk b u n i a n 

a tau b jmpat t inggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, m a u p u n kegiatan khusus . 

6. Bangunan Gedung u m u m adalab Bangunan Gedung yang fungsinya 

u n t u k l iepentingan pub l ik , ba ik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaba, 

m a u p u n fungsi sosial dan budaya. 

7. Bangunan Gedung fungsi khusus adsilab Bangunan Gedung yang 

fungsinya mempunya i t ingkat kerabasiaan t inggi u n t u k kepentingan 

nasional a tau yang penyelenggaraannya dapat membabayakan 

masyarakat d i sekitarnya dan/atau memf)unyai r is iko babaj^a t inggi. 
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8. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yemg d i d i r i kan 

menggunakan ka idah/norma adat masyarakat setempat scjsuai dengan 

budayEi dan sistem n i la i yang ber laku, u n t u k d imanfaatkan sebagai 

wadab kegiatan adat. 

9. Bangunan Gedung dengan gaya/lany^gam tradis ional merupakan 

Bangunan Gedung yang d id i r i kan menggunakan ka idah/norma 

tradis ional masyarakat setempat sesuai diengan budaya yang d iwar iskan 

secara t u r u n t e m u r u n , u n t u k d imanfaatkan sebagai wadab kegiatan 

masyarakat sebari-bari selain dar i kegiatem adat. 

10. Klasilik;asi Bangunan Gedung adalab klasi f ikasi dar i fungsi Bangunan 

Gedung berdasarkan pemenuban tingkat persyaratan admin is t ra t i f dan 

persyaratan teknisnya. 

11 . L ingkungan Bangunan Gedung adalab l ingkungan d i sekitar Bangunan 

Gedung yang menjadi pert imbangan penyelenggaraan Bangunan Gedung 

baik deiri segi sosial, budaya, m a u p u n dar i segi ekosistem. 

12. Penyekmggaraan Bangunan Gedung adalab kegiatan pembangunan yang 

me l ipu t i proses perencanaan teknis dan pelaksanaan kons t ruks i , serta 

kegiatan pemanfaatan, pelestarian d£in pembongkaran Bangunan 

Gedung. 

13. Prasartma Bangunan Gedung adalab kons t ruks i bangunan yang 

merupakan pelengkap yang menjadi sa tu kesatuan dengan Bangunan 

Gedunyy a tau kelompok Bangunan Gedung pada satu tapak 

kavl ing/persi l yang sama u n t u k menunjang kiner ja Bangunan Gedung 

sesuai dengan fungsinya (du lu d inamakan bangun-bangunan) seperti 

menarei reservoir air, gardu l i s t r ik , instalasi pengolahan l imtfab. 

14. Mend i r ikan bangunan adalab pekerjaan mengadakan bangunan 

se lurubnya a tau sebagian termasuk pekerjaan menggali, m e n i m b u n a tau 

meratakan tanab yang berbubungan dengan pekerjaan mengadakan 

bangunan tersebut. 

15. Mengubah bangunan adalab pekerjaan mengganti dan a tau menambah 

bangunan yang ada, t e rmasuk pfskerjaan membongkar yang 

berbut iungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 

16. Membongkar bangunan adalab pekerjaan meniadakan scqbagian a tau 

se lurub bagian bangunan d i t in jau dar i fungsi bangunsin dan a tau 

kons t ruks i . 
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17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung 

beserta prasarana dan sarananya agar Bangunan Gedung tetap la ik 

fungsi. 

18. Perawatan adalab kegiatan memperbaik i dan/atau mengganti bagian 

Bangunan Gedung, komponen, baban bangunan, dan/atau prasarana 

dan sarana agar Bangunan Gedung tetap la ik fungsi. 

19. Pelestarian adalab kegiatan perawatan, p>emugaran, serta pemel iharaan 

Bangunan Gedung dan l ingkungannya u n t u k mengembalikgin keandalan 

bangunan tersebut sesuai dengan asl inya a tau sesuai dengan keadaan 

m e n u r u t periode yang dikebendaki . 

20. Rencana Tata Ruang Wilayab yang selanjutnya dis ingkat FITRW adalab 

basi l perencanaan tata ruang Daerab yang telab ditetap)kan dengan 

Peraturan Daerab. 

2 1 . Rencana Tata Bangunan dan L ingkungan yang selanjutnya dis ingkat 

RTBL adalab panduan rancang bangun sua tu kawasan u n t u k 

mengendal ikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 

bangunan dan l ingkungan, rencana u m u m dan panduan rancangan, 

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dam pedoman 

pengendalian pelaksanaan. 

22. Kavl ing/pekarangan adalab sua tu perpetakan tanab, yang m e n u r u t 

pert imt)angan Pemerintab Daerab dapat; d ipergunakan u i i t u k tempat 

mendi r iban bangunan. 

23. Garis sempadan bangunan adalab garis pada kavl ing yang d i t a r ik sejajar 

dengan garis as j a l an , tepi sungai, a tau as pagar dan merupakan batas 

antara bagian kav l ing yang boleb d ibangun dan yang t idak boleb 

d ibangun. 

24. Iz in mcjndir ikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 1MB 

adalab periz inan yang d iber ikan oleb Pemerintab Daerab kepada 

pemi l ik Bangunan Gedung u n t u k membangun baru , mengubah, 

memperluas, mengurangi , dan/atau merawat Bangunan Gedung 

sesuai dengan persyaratan administrat i f dan persyaratan teknis yang 

ber laku. 

25. Permohonan Iz in Mend i r ikan Bangunan adalah permohonan yang 

d i l akukan Pemil ik Bangunan Gedung kepiada Pemerintab Daerab u n t u k 

menda ]3atkan iz in mend i r ikan Bangunan. 
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26. Pemohon adalah setiap orang a tau badan b u k u m a tau usat ia , ke lompok 

orang orang, dan lembaga a tau crganisasi yang mengajukan 

permohionan iz in mend i r ikan bangunan kepada pemerintah; daerah dan 

u n t u k bangunan gedung fungsi khusus k(;pada pemerintab. 

27. Pemil ik Bangunan Gedung adalab orang, badan b u k u m , kelompok orang 

a tau pe rkumpu lan yang m e n u r u t b u k u m sab sebagai pemi l ik Bangunan 

Gedung. 

28. Pengguna Bangunan Gedung adalab pemi l ik Bangunan Gedung 

dan/atau b u k a n pemi l ik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan 

dengan pemi l ik Bangunan Gedung yang menggunakan dan/atau 

mengelola Bangunan Gedung a tau bagian Bangunan Gedung sesuai 

dengan fungsi yang d i tetapkan. 

29. Koefisien dasar bangunan, yang selanjutnya dis ingkat KDB adalab angka 

persentase perbandingan antara luas se lurub lanta i dasar Bangunan 

Gedung dan luas laban/tanab perpetakan/daerab perencanaan yang 

d ikuasa i sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 

l ingkungan. 

30. Koefisien lanta i bangunan, yang selanjutnya dis ingkat KLB stdalab angka 

persentase perbandingan antara luas se lurub lanta i Bangunan Gedung 

dan luas tanab perpetakan/daerab perencanaan yang d ikuasa i sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangyinan dan l ingkungan. 

3 1 . Koefisien daerab b i jau , yang selanjutnya dis ingkat KDH adalab angka 

persentase perbandingan antara luas s<;lurub ruang t e r t u k a d i luar 

Bangunan Gedung yang d i p e run tukkan bagi pertamanan/pengbi jauan 

dan luas tanab perpetakan/daerab perencanaan yang d ikuasa i sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangqnan dan l ingkungan. 

32. Koefisien tapak basemen yang selanjutnya dis ingkat KTB adalab angka 

presentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak tiasemen dan 

luas tanab perpetakan/daerab perencanaan yang d ikuasa i sesuai 

rencana tata ruang dan rencana tata bangqinan dan lingkunyyan. 

33. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya dis ingkat SNI adalab 

standar yang d i te tapkan oleb Badan Standardisasi Nasional dan ber laku 

secara nasional. 

34. Tinggi Bangunan Gedung adalab j a r a k yang d i u k u r dar i l anta i dasar 

bangurian, d i tempat Bangunan Geduitig tersebut d id i r i kan sampai 

dengan t i t i k puncak bangunan. 
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35. Dokumen rencana teknis pembonigkaran, yang selanjutnya 

dis ingkat RTB adalab rencana teknis pembongkaran Bangunan 

Gedung dengan memanfaatkan i l m u pengetabuan dan teknologi 

yang d isetuju i Pemerintab Daerab dan dilaksanal^an secara 

ter t ib agar terjaga keamanan, keselamatan masyarakat dan 

l ingkungannya. 

36. T im Ab l i Bangunan Gedung yang selanjutnya dis ingkat TABG adalab t i m 

yang terd i r i dar i para ab l i yang tebkait dengan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung u n t u k pert imbangan teknis da lam proses penel i t ian 

dokumcm rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga 

u n t u k member ikan masukan dalam penyelesaian masalab 

penyelenggaraan Bangunan Gedung yang susunan anggotanya d i t u n j u k 

secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan 

Gedung te r tentu tersebut. 

37. Jar ingan adalab j a r ingan yang d imanfaatkan u n t u k menya lurkan tenaga 

l i s t r i k yang dapat dioperasikan pada tegangan rendab, tegangan 

menengab, tegangan t inggi m a u p u n tegangan ekstra t inggi, ba ik d i atas 

tanab m a u p u n d i da lam tanab dan d i dasar laut . 

38. Pertimt)angan teknis adalab pert imbangan dar i t i m ab l i Bangunan 

Gedung yang d i susun secara ter tu l is dan profesional terka i t dengan 

pemenuban persyaratan teknis Bangunem Gedung baik da lam proses 

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, m a u p u n pembongkaran 

Bangunan Gedung. 

39. Persetujuan rencana teknis adalab pernyataan ter tu l is hsntang telab 

d ipenul i inya se lurub persyaratan da lam rencana teknis Bangunan 

Gedung yang telab dini la i/dievaluasi . 

40. Pengesaban rencana teknis adalab pernyataan b u k u m da lam ben tuk 

pembububan tanda tangan pejabat yang: berwenang serta stempel/cap 

resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang d imaksud da lam 

persetujuan ter tul is atas pemenuban se lurub persyaratan da lam 

rencana teknis Bangunan Gedung. 

4 1 . Laik fungsi adalab sua tu kondis i Bangunan Gedung yang memenub i 

persyaratan admin is t ra t i f dan persyaratan teknis sesuai d(5ngan fungsi 

Bangunan Gedung yang d i te tapkan. 
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42. Serti f ikat la ik fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya dis ingkat SLF 

adalah serti f ikat yang d i t e rb i tkan oleb Pemerintab Daerab kecual i u n t u k 

Bangunan Gedung fungsi kbusus oleb Pemerintab u n t u k menyatakan 

ke la ikan fungsi sua tu Bangunan Gedung ba ik secara adminis t ra t i f 

maupuio teknis sebelum pemanfaatannya. 

43. Peran masyarakat da lam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalab 

berbagjii kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudEin kebendak 

dan ke ing inan masyarakat u n t u k memantau dan menjaga ketert iban, 

member i masukan , menyampaikan pendapat dan pertimbiangan, serta 

me lakukan gugatan perwaki lan berkai tan dengan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung. 

44. Masyarakat adalab perorangan, kelompok, badan b u k u m a tau usaba 

dan lembaga a tau organisasi yang kegiatannya d i b idang Bangunan 

Gedung;, t e rmasuk masyarakat b u k u m a(iat dan masyarakat ab l i , yang 

berkeptmtingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

45. Dengar pendapat pub l i k adalab f o rum dialog yang d iadakan u n t u k 

mendengarkan dan menampung aspirsiasi masyarakat Ibaik berupa 

pendapat, pert imbangan m a u p u n usu lan dar i masyarakat ba ik berupa 

masukan u n t u k menetapkan kebi jakan Pemerintab Daerab dalam 

penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

46. Gugatan perwaki lan adalab gugatan yang berka i tan dengan 

penyelenggaraan Bangunan Gedung yang d ia jukan oleb sa tu orang a tau 

lebib 3^ang mewaki l i ke lompok da lam mengajukan gugatan u n t u k 

kepentingan mereka sendir i dan sekaligus mewaki l i p ibak yang 

d i rug ikan yang memi l ik i kesamaan fakta a tau dasar b u k u m antara wak i l 

kelompok dan anggota kelompok yang d imaksud . 

47. Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung adakib kegiatan 

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan da lam rangka mewujudkan 

tata pemer intaban yang ba ik sebingga setiap penyelengaraan Bangunan 

Gedung dapat berlangsung tert ib dan tercapai keandalan Bangunan 

Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnxm kepast ian 

b u k u m . 

48. Pengaturan adalab penyusunan dan pelembagaan pera turan perundang-

undangan, pedoman, pe tun juk , dan standar teknis Bangunan Gedung 

sampai d i daerab dan operasionalisasinya d i masyarakat. 
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49. Pemb<;rdayaan adalab kegiatan u n t u k menumbubkembangkan 

kesadaran akan bak, kewajiban, dem peran serta penyelenggara 

Bangunan Gedung dan aparat Pemerintab Da.erab dalam 

penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

50. Pengawasan adalab pemantauan terbadap pelaksanaam penerapan 

peraturan perundang-undangan bidang: Bangunan Gedung dan upaya 

penegakan b u k u m . 

5 1 . Pemeriksaan adalab kegiatan pengamatan, secara v isual mengukur , dan 

mencatat n i l a i ind ikator , gejala, a tau kondis i Bangunan Gedung me l iput i 

komponen/unsur ars i tektur , s t r u k t u r , u t i l i t as (mekanikal dan 

elektrikal ) , prasarana dan sarana Bangunan Gedung, serta baban 

bangunan yang terpasang, u n t u k mengetabui kesesuaian, a tau 

penyimpangan terbadap spesifikasi teknis yang d i te tapkan semula. 

52. Pengujian adalab kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan 

te rmasuk penggunaan fasilitas laborator ium u n t u k mengb i tung dan 

menetapkan n i la i ind ikator kond is i Bangunan Gedung me l i pu t i 

komponen/unsur ars i tektur , s t r u k t u r , u t i l i t as , (mekanikal dan 

elektrikal ) , prasarana dan sarana Ba.ngunan Gedung, serta baban 

bangunan yang terpasang, u n t u k mengetabui kese^suaian a tau 

penyimpangan terbadap spesifikasi teknis yang d i te tapkan semula. 

53. Rekomendasi adalab saran ter tu l is dar i ab l i berdasarkan basi l 

pemeriksaan dan/atau penguj ian, sebagai dasar pert imbangan 

penetapan pemberian serti f ikat la ik fungsi Bangunan Gedung oleb 

Pemei intab Daerab. 

54. Analisis mengenai dampak l ingkungan, yang selanjutnya dis ingkat 

AMDJ^LL adalab kaj ian mengenai dampak besar dan pent ing sua tu usaba 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada l ingkungan b i d u p yang 

d iper lukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usabei dan/atau kegiatan. 

55. Bangunan Gedung Hi jau adalab Bangunan Gedung yang 

memenub i persyaratan Bangunan Gedung dan memi l i k i k iner ja 

t e r u k u r secara signi f ikan da lam pengbematan energi, air, dan 

sumberdaya la innya mela lu i penerapan pr ins ip Bangunan Gedung Hi jau 

sesuai dengan fungsi dan klasi f ikasi da lam setiap tabapan 

penyelenggaraannya. 
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BAB I I 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Pengaturan B a n g u n a n Gedung d imaksudkem sebagai pedoman d a n a cuan 

d a l a m menga tur dan mengenda l ikan penyelenggaraan b a n g u n a n gedung 

d i Daerab. 

Pasal 3 
Pengaturan bangunan gedung ber tu juan u n t u k : 

a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuEU dengan tata 

Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan l ingkungan; 

b. mewu judkan tert ib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin 

keandEilan teknis Bangunan Gedung dar i segi keselamatan, kesebatan, 

kenyamanan dan kemudaban;dan 

c. mewu judkan kepastian b u k u m da lam penyelenggaraan Bangunan 

Gedung. 

Pasal 4 

Ruang l ingkup pengaturan bangunan gedung mel iput i : 

a. fungsi dan klasi f ikasi bangunan gedung; 

b. persyaratan bangunan gedung; 

c. penyehmggaraan Bangunan Gedung; 

d. TABG; 

e. peran serta masyarakat; 

f. pembir iaan;dan 

g. sanksi adminis t ras i ; 

BAB I I I 

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 

Kerangka Acua.n 

Pasal 5 

(1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuban persyaratan 

teknis Bangunan Gedung, ba ik d i t in j au dar i segi ta ta bangunan dan 

l ingkungannya, keandalan bangunan gedungnya, serta sesuai dengan 

p e r u n t u k a n lokasi yang d ia tur da lam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. 
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(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. fungsi h u n i a n dengan fungsi u tama sebagai tempat manus ia t inggal; 

b. fungsi keagamaan, dengan fungsi u tama sebagai tempat manus ia 

me lakukan ibadah; 

c. fungsi usaha dengan fungsi u t ama sebagai tempat manus ia 

me lakukan kegiatan usaba; 

d. fungsi sosial budaya dengan fungsi u tama sebagai tempat manus ia 

me lakukan kegiatan sosial dan budaya; dan 

e. fungsi kbusus dengan fungsi uteima sebagai tempat manus ia 

me lakukan kegiatan yang mempunya i t ingkat kerahasian t inggi 

dan/atau t ingkat resiko babaya t inggi. 

(3) Setiap bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat 

memi l i k i lebib dar i sa tu fungsi. 

Pasal 6 

(1) Fungsi b u n i a n sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat (2) b u r u f a, 

me l iput i : 

a. bangunan r u m a b tinggal tunggal ; 

b. bar igunan r u m a b tinggal deret; 

c. bangunan r u m a b susun; dan 

d. bangunan r u m a b t inggal sementara. 

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 ayat (2) 

b u r u f b, me l iput i : 

a. bangunan masj id, musbal la , langgar, surau ; 

b. bangunan gereja, kapel; 

c. bangunan pura ; 

d. bangunan vibara; 

e. bangunan kelenteng; dan 

f. bar igunan keagamaan dengan sebutan la innya yang d i te tapkan oleb 

Pemerintab. 

(3) Fungsi usaba sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat (2) b u r u f c, 

me l iput i : 

a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non 

pemerintab dan sejenisnya; 
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b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, 

pusat perbelanjaan, ma l l dan sejenisnya; 

c. bangunan gedung pabr ik ; 

d. bangunan gedung perbotelan seperti bangunan botel, motel , bostel, 

penginapan dan sejenisnya; 

e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rel<:reasi, bioskop 

dan sejenisnya; 

f. bar igunan gedung termina l seperti bangunan stas iun kereta api , 

t e rmina l bus angkutan u m u m , balte bus , t e rmina l peti kemas, 

pe labuban laut , pe labuban sungai, pe labuban per ikanan, bandar 

udcira; 

g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan 

gudang, gedung park i r dan sejenisnya;dan 

b. Bangunan Gedung tempat penang;karan a tau budidaya seperti 

bangunan sarang b u r u n g walet, bangunan peternakan sapi dan 

sejenisnya. 

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 ayat (2) 

b u r u f d, me l iput i : 

a. bangunan gedung pelayanan pendid ikan seperti bangunan sekolab 

taman kanak-kanak , pendid ikan dasar, pendid ikan menengab, 

pend id ikan t inggi , ku r sus dan semacamnya; 

b. bangunan gedung pelayanan kesebabin seperti bangunan puskesmas, 

pobk l in ik , r u m a b bersal in, r u m a b sakit t e rmasuk pEinti-panti dan 

sejenisnya; 

c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung 

kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya; 

d. bangunan gedung laborator ium seperti bangunan laborator ium fisika, 

laborator ium k i m i a dan laborator ium lainnya; dan 

e. bangunan gedung pelayanan u m u m seperti bangunan stadion, gedung 

ola l i raga dan sejenisnya. 

(5) Bangunan fungsi k b u s u s sebagaimana ci imaksud da lam Pasal 5 ayat (2) 

b u r u f e, me l iput i : 

a. bangunan gedung u n t u k reaktor n u k l i r ; 

b. bangunan gedung u n t u k instalasi per tabanan dan keamanan; 
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c. bangunan gedung u n t u k r u m a b tabanan; 

d. bar igunan gedung benda berbabaya; 

e. bangunan gedung pembangki t l i s t r ik ;dan 

f. bangunan gedung sejenis yang d i te tapkan oleb Pemerintab. 

(6) Bangunan gedung lebib dar i satu fungsi dengan fungsi u t a m a kombinas i 

lebib dar i sa tu fungsi me l iput i : 

a. bangunan rumab- toko ; 

b. bangunan rumab-kanto r ;dan 

c. bar igunan gedung mal l , apartemen, perkantoran, pe;rbotelan dan 

sejenisnya. 

Pasal 7 

(1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 dapat 

di lengkapi prasarana Bangunan Gedung sesuai dengan kebu tuban 

kinerja Bangunan Gedung. 

(2) Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berfungsi: 

a. sebagai pembatas/penaban/pengaman yang me l iput i pagar, 

tanggul/reta ining wal l , Turap batas kavl ing/persi l ; 

b. setiagai penanda masuk lokasi yang me l iput i gapura, gerbang; 

c. sebagai perkerasan yang me l iput i j a l an , lapangan upacara, lapangan 

olah raga terbuka; 

d. sebagai pengbubung yang me l ipu t i j embatan , box culvert; 

e. sebagai ko lam bawab tanab yang me l ipu t i ko lam renang, ko lam 

pengolaban air, bak air d i bawab tanab, s u m u r peresa]Dan air bu jan , 

s u m u r peresapan air l imbab, septic ta nk ; 

f. sebagai menara yang me l ipu t i menara antena, menara bak air dan 

cerobong; 

g. sebagai monumen yang me l ipu t i t ugu , patung ; 

b. sebagai insta las i/gardu yang me l iput i instalasi l i s t r ik , instalasi 

telepon/ komun ikas i , insta las i pengolaban; 

i . reklame/papan nama yang mel iput i billboard, papan ik l an , papan 

nama (berdiri sendir i , a tau berupa ternbok pagar); dan 

j . fasilitas u m u m . 
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Bagian kedua 
Klasif ikasi Bangunan Gedung 

Pasal 8 

(1) Fungsi Bangunan Gedung d i daerah sebagaimana diniiaksud dalam 

Pasal 5 d ik las i f ikas ikan berdasarkan : 

a. t ingkat kompleksitas; 

b. t ingkat permanensi ; 

c. t ingkat resiko kebakaran; 

d. zonasi gempa; 

e. lokasi ; 

f. ket inggian; 

g. luas bangunan; dan/atau 

b. kepemi l ikan. 

(2) Klasif ikasi t ingkat kompleksitas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f a, me l iput i : 

a. Bangunan Gedung sederhana; 

b. Bangunan Gedung t idak sederhana; dan 

c. Bangunan Gedung kbusus ; 

(3) Klasif ikasi t ingkat permanensi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f b, me l iput i : 

a. bangunan gedung darura t a tau sementara; 

b. bangunan gedung semi permanen; dan 

c. bangunan gedung permanen; 

(4) Klasif ikasi t ingkat r is iko kebakaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f c, me l iput i : 

a. bangunan gedung t ingkat r is iko kebakaran rendab; 

b. t ingkat r is iko kebakaran sedang; dan 

c. t ingkat r is iko kebakaran t inggi; 

(5) Klasif ikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) b u r u f d me l iput i t ingkat zonasi gempa d i Daerab berdasarkan 

t ingkat kerawanan babaya gempa, sesuai dengan pera turan SNI-Gempa 

yang d i te tapkan oleb instansi yang berwenang. 

(6) Klasif ikasi lokasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f e, me l iput i : 

a. bangunan gedung d i lokasi renggang; 

b. bangunan gedung d i lokasi sedang; dan 

c. bangunan gedung d i lokasi padat; 
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(7) Klasif ikasi ket inggian bangunan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f f, me l iput i : 

a. bangunan gedung bert ingkat rendab; 

b. bangunan gedung bert ingkat sedang; dan 

c. bangunan gedung bert ingkat t inggi; 

(8) Klasif ikasi berdasarkan luas bangunan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) b u r u f g, me l iput i : 

a. bar igunan gedung keci l ; 

b. bangunan gedung sedang; dan 

c. bangunan gedung besar. 

(9) Klasif ikasi kepemi l ikan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b, 

me l iput i : 

a. bangunan gedung m i l i k negara; 

b. bangunan gedung m i l i k perorangan; dan 

c. bangunan gedung m i l i k badan usaba. 

Pasal 9 

(1) Wal ikota menetapkan fungsi dan k las i j ikas i Bangunan Gedung dalam 

dokumen 1MB berdasarkan pengajuan jaemobon yang telab memenub i 

persyaratan, kecual i u n t u k Bangunan Gedung fungsi kbusus . 

(2) Permobonan fungsi Bangunan Gedung b a m s meng ikut i RTRW, RDTR 

dan/ a tau RTBL. 

Bagian ketigEi 
Pembaban Fungsi dan Klasif ikasi Bangunan Gedung 

Pasal 10 

(1) Fungsi dan klasi f ikasi bangunan gedung dapat d i l akukan pembaban . 

(2) Pembaban fungsi dan klasi f ikasi beingunan gedung sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d iusu lkan oleb pemi l ik da lam bentuk rencana 

teknis bangunan sesuai dengan p e m n t u k a n lokasi yang d ia tur da lam 

RTRW, RDTRK dan/atau RTBL yang berleiku. 

(3) Pembaban fungsi dan klasi f ikasi bangunan b a m s d i i k u t i dengan 

pemenuban persyaratan admin is t ra t i f dam persyaratan teknis bangunan 

bangunan gedung. 
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Pasal 11 

(1) Pembahan fungsi dan klasi f ikasi bangunan gedung sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 10 ayat (1) d i te tapkan oleb Wal ikota, kecual i 

bangunan fungsi kbusus . 

(2) Pembaban fungsi dan/atau klasi f ikasi bangunan gedung sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) mela lu i proses penerbitan 1MB baru . 

(3) Pembaban fungsi dan/atau klasi f ikasi I jangunan gedung b a m s d i i k u t i 

dengan pembaban data fungsi dan/atau klasi f ikasi bang^unan gedung 

dan/atau kepemi l ikan bangunan gedung. 

(4) Wal iko ta mela lu i Dinas menyelenggarakan pendataan bani^unan gedung 

sesuai dengan ketentuan pera turan pemndang-undangan. 

BAB IV 

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian kesatu 
U m u m 

Pasal 12 

(1) Setiap Bangunan Gedung b a m s memenubi persyaratan admin is t ra t i f dan 

persyairatan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung. 

(2) Persyairatan admin is t ra t i f Bangunan Gedung me l iput i : 

a. status bak atas tanab, dan/atau iz in pemanfaatan dar i j jemegang bak 

atas tanab; 

b. status kepemi l ikan Bangunan Gedung; dan 

c. 1MB. 

(3) Persyai-atan teknis Bangunan Gedung me l iput i persyaratan tata 

bangunan dan persyaratan keandalan Bangunan Gedung. 

Pasal 13 

(1) Selain persyaratan adminis t ras i dan persyaratan teknis Bangunan 

Gedunig sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12, Wal ikota dapat 

menetEipkan persyaratan u n t u k bangunan gedung adat, semi permanen, 

d a m r a t , dan bangunan gedung pada lokasi bencana sesuai dengan 

kondis i social, budaya, dan n i la i -n i la i lokal Daerab. 
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(2) Persyaratan bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

per lu memperhat ikan pert imbangan dan saran dar i tokob masyarakat, 

tokob adat, dan lembaga adat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan bangunan gedung 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2), d i a tur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Admin is t ra t i f 

Paragra f1 

Status Hak Atas T'anab 

Pasal 14 

(1) Setiap Bangunan Gedung barus d id i r i kan pada tanab yang status 

kepemi l ikannya jelas, ba ik m i l i k sendir i m a u p u n p ibak la in . 

(2) B u k t i s tatus h a k t anah yang d i a k u i sebagaimana dimaksudl pada ayat (1) 

berupa: 

a. sert i f ikat bak atas tanab; 

b. akta j u a l beli; 

c. g i r ik ; a tau 

d. b u k t i kepemi l ikan tanab la innya. 

(3) Da lam ba l bangunan gedung yang d ibangun d i tanab m i l i k orang la in 

barus mendapat iz in pemanfaatan tanah; dar i pemegang bak atas tanab 

a tau pemi l ik tanab da lam ben tuk perjanjian ter tu l is . 

(4) Perjanjian ter tu l is sebagaimana d imaksud pada ayat (3) memuat pal ing 

sedikit bak dan kewajiban para p ibak, luas, letak, batas;-batas tanab, 

fungsi Bangunan Gedung, dan j angka w a k t u pemanfaatan tanab sesuai 

dengan a tu ran yang ber laku. 

(5) Da lam ba l bangunan gedung d id i r i kan d i atas tanab m i l i k u m u m / j a l a n 

barus mendapatkan persetujuan/iz in dt i r i pengelola tanab/ja lan sesuai 

a tu ran yang ber laku. 

(6) Bangunan gedung yang karena factor budaya a tau t rad is i setempat barus 

d ibangqn d i atas a ir sungai , a i r laut , air danau barus mendapatkan iz in 

dar i Wal ikota. 

(7) Pemerintab Daerab berbak me lakukan moni tor ing dan pengawasan atas 

pemanfaatan tanab terka i t dengan status, bak atas tanab. 
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Paragraf 2 
Status Kepemil ikan Bangunan Gedung 

Pasal 15 

(1) Status kepemi l ikan bangunan gedung d i buk t i kan dengan surat b u k t i 

kepemi l ikan bangunan gedung yang d ike luarkan oleb Walikota. 

(2) Penetapan status kepemi l ikan bangunan gedung sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan pada saat proses 1MB dan/adau pada saat 

pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tert ib pembai igunan, ter t ib 

pemanfaatan dan kepast ian b u k u m atas Icepemilikan bangunan gedung. 

Pasal 16 

(1) Kepemil ikan Bangunan Gedung dapat d ia l i bkan kepada pibiak la in . 

(2) Dalam bal terdapat pengaliban bak kepemil ikan Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemil ik yang baru b a r u s 

m e l a p o r k a n kepada wal ikota u n t u k d i t e rb i tkan sura t kebjrangan b u k t i 

kepemi l ikan ba ru . 

(3) Pengaliban bak kepemi l ikan bangunan gedung sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) oleb pemi l ik bangunan gedung yang b u k a n piemegang bak 

atas tanab, terlebib d a b u l u barus mendapatkan persetujuan pemegang 

bak atas tanab. 

(4) Status kepemi l ikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat b u k u m 

adat d i te tapkan oleb masyarakat b u k u m adat bersangkutan berdasarkan 

norma dan keari fan lokal yang ber laku d i l ingkungan masyarakatnya. 

(5) Tata cara pembukt i an kepemi l ikan Bangunan Gedung kecual i 

sebagaimana yang d imaksud pada ayat (4) d i a tu r sesuai dengan 

ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Pendataan 

Pasal 17 

(1) Kegiattm pendataan u n t u k Bangunan Gedung d i l a lmkan u n t u k 

keper luan tert ib pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung. 

(2) Kegiatan pendataan u n t u k bangunan d i l akukan oleb instan si teknis yang 

membidangi Bangunan Gedung. 
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(3) Pemil i l : Bangunan Gedung wajib membeirikan data yang d ipe r lukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam me lakukan pendataan Bangunan Gedung. 

(4) Berdasarkan pendataan Bangunan Gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) Pemerintab Daerab mendaf tarkan Bangunan Gedung tersebut 

u n t u k keperluan sistem informasi Bangunan Gedung. 

(5) Pemerintab Kecamatan dan Desa dil ibatlcan da lam pendataan Bangunan 

Gedung. 

Bagian Ketiggi 
Persyaratan Teknis 

Paragraf 1 
U m u m 

Pasal 18 

Persyaratan teknis bangunan gedung me l iput i ; 

a. persyaratan tata bangunan dan l ingkunggm; dan 

b. persyaratan keandalan bangunan. 

Pasal 19 

Persyaratan tata bangunan dan l ingkungan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 18 b u r u f a me l iput i : 

a. p e r u n t u k a n bangunan; 

b. intensitas bangunan; 

c. ars i tektur bangunan; dan 

d. persyaratan pengendalian dampak l ingkungan. 

Pasal 20 

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 18 b u r u f b me l iput i : 

a. keselamatan; 

b. kesebatan; 

c. kenyamanan;dan 

d. kemudahan. 
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Paragaraf 2 

Persyaratan Peruntukan Bangunan Gedung 

Pasal 21 

(1) Persyaratan p e r u n t u k a n bangunan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

19 b u r u f a merupakan persyaratan p e run tukan lokasi. 

(2) Setiap pendir ian bangunan, fungsinya barus sesuai dengan p e r u n t u k a n 

lokasi yang d i te tapkan dalam RTRW, RDTR, pera turan zonasi, dan/atau 

RTBL. 

Pasal 22 

(1) Pemerintab Daerab member ikan informasi mengenai FITRW, RDTR, 

pera turan zonasi, dan/atau RTBL kepada masyarakat. 

(2) Informasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berisi keterangan 

mengenai p e r u n t u k a n lokasi dan intensitas bangunan yang terd i r i dar i 

kepadatan bangunan, ket inggian bangunan, dan garis sempadan 

bangunan. 

Pasal 23 

Setiap Bangunan Gedung yang d id i r i kan d i atas dan/atau d i bawab tanab, 

air, dan/atau prasarana dan sarana u m u m , daerab j a r ingan t ransmis i l i s t r ik 

tegangan tinggi, daerab yang berpotensi bencana a lam, (dan kawasan 

keselamatan operasional penerbangan, barus memperoleb persetujuan dar i 

Pemerintab Daerab dengan pert imbangan dairi instans i terkai t la innya sesuai 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung 

Pasal 24 

(1) Bangunan gedung yang akan dibangur i barus memenub i persyaratan 

intensi tas bangunan gedung yang terd i r i dar i : 

a. Kejsadatan dan ket inggian bangunan gedung; 

b. Penetapan KDB, KLB, dan j u m l a b lanta i ; 

c. Perbi tungan KDB dan KLB; 
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d. Garis sempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang); 

e. Ja rak bebas bangunan gedung; dan 

f. Pemisah d i sepanjang ha laman muka/samping/belakang bangunan 

gedung, berdasarkan pera turan terkai t tentang RTRW da n RTBL. 

(2) Kepadatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a me l iput i 

ke tentuan KDB pada t ingkatan padat, sedang, dan renggang. 

(3) Ketingj^ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a me l iput i 

ke tentuan tentang J u m l a h Lanta i Bangunan dan KLB pada t ingkatan 

KLB tinggi, sedang, dan rendab. 

(4) Ketingj^ian bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t idak 

boleb mengganggu la lu l intas penerbangan. 

(5) Ketentuan lebib l an ju t mengenai kepadatan dan ket inggian bangunan 

gedung sebagaimana d imaksud pada eiyat (1) b u r u f a d i a tu r dengan 

Peraturan Walikota. 

Pasal 25 

(1) Setiap bangunan gedung yang d ibangun barus memenub i persyaratan 

kepadatan bangunan yang d ia tur deilam KDB u n t u k lokasi yang 

bersangkutan. 

(2) KDB sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t en tukan atas dasar: 

a. pelestarian l ingkungan/resapan air pe rmukaan tanab dan 

pencegaban terbadap babaya kebakai-an; 

b. kepent ingan ekonomi; 

c. fungsi p e run tukan ; 

d. fungsi bangunan; dan 

e. keselamatan dan kenyamanan bangunan. 

(3) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) KLB barus d i t en tukan berdasarkan atas kepentingEin pelestarian 

l ingkungan/resapan air pe rmukaan tanab dan pencegaban terbadap 

baba^/a kebakaran, kepent ingan ekonomi, fungsi p e r u n t u k k a n , fungsi 

bangunan, keselamatan dan kenyamanan u m u m 
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(2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d isesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Ketinggian bangunan gedung me l iput i ke tentuan mengenai J u m l a h 

Lantai Bangunan dan KLB yang dibedakan da lam KLB tinggi, sedang dan 

rendab. 

(2) Ketinggian bangunan gedung sebagaimana d imaksud padti ayat (1) t idak 

boleb mengganggu la lu l intas penerbangan. 

(3) U n t u k kawasan yang be lum d ibuat ta ta ruangnya, ket inggian m a k s i m u m 

bangunan gedung d i te tapkan oleb instans i yang berwenang dengan 

mempert imbangkan lebar j a l an , fungsi bangunan, keselamatan 

bangunan, serta keserasian dengan l ingkungannya. 

(4) Bangunan gedung dapat d ibuat bert ingkat ke bawab tanab sepanjang 

memungk inkan u n t u k i t u dan t idak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

(1) Garis sempadan bangunan gedung mengacu pada RTRW dain/atau RTBL. 

(2) PenetEipan garis sempadan bangunan gedung sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d idasarkan pada pert imbangan keamanan, kesebatan, 

kenyaitnanan dan keserasian dengan l ingkungan dan ket inggian 

bangunan. 

(3) PenetEipan garis sempadan bangunan gedung ber laku u n t u k bangunan 

d i atas pe rmukaan tanab m a u p u n d i bavreb pe rmukaan tanab/besmen. 

(4) Wal ikota dapat menetapkan garis sempadan bangunan gedung u n t u k 

kawasan te r tentu dan spesifik. 

(5) Da lam ba l garis sempadan bangunan gedung sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) be lum di te tapkan, WalikotS: setelab mendengar TABG dapat 

menetapkan garis sempadan bangunan sementara dengan berpedoman 

pada jDeraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1) Setiap bangunan gedung t idak boleb melanggar ketentuem j a r a k bebas 

bangunan gedung yang d i te tapkan da lam RTRW, RDTR, Peraturan 

zonasi, dan/atau RTBL. 
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(2) Ketentuan j a r a k bebas bangunan gedung d i te tapkan dalam bentuk : 

a. Gciris sempadan bangunan gedung dengan as j a l an , b ip i sungai , tepi 

panta i , re l kereta api dan/atau j a r ingan l i s t r ik tegangan t inggi , dengan 

memper t imbangkan aspek keselamatan dan kesebatan;dan 

b. Ja rak antara bangunan gedung dengan batas persi l , j a r ak antar 

bangunan, dan j a r a k antara as j a l an dengan pagar ba laman yang 

d ibe r lakukan per kapl ing/per persi l dan/atau per kawasan pada 

lokasi bersangkutan dengan mempert imbangkan aspek keselamatan, 

kesebatan, kenyamanan dan kemudaban. 

(4) Penetapan j a r a k bebas bangunan gedung a tau bagian bangunan gedung 

yang d ibangun d i bawab permukaan tanab d idasarkan pada 

pert imbangan keberadaan a tau rencana j a r ingan pembangunan ut i l i tas 

u m u m . 

(5) Ketentuan mengenai Bangunan Gedung yang d ibangun d i bawab 

permukaan tanab sebagiamana dimak:sud pada ayat (4) d isesuaikan 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 30 

Apabi la terdapat kawasan yang intensitas bangunannya padat, maka j a r a k 

bebas samping dan belakang bangunan wajib memenub i persyaratan yakn i : 

a. B idang d ind ing , s t r u k t u r dan pondasi bangunan ter luar t idak boleb 

me lampaui batas pekarangan. 

b. Bangunan Gedung yang memi l i k i r is iko t inggi terhiadap babaya 

kebakaran j a r a k d ind ing ter luar sekurang-kurangnya 250 c m (dua ra tus 

l ima p u l u b sentimeter) ke arab dalam dar i batas persi l . 

c. u n t u k perbaikan a tau perombakan bangunan yang semula menggunakan 

bangunan d ind ing batas bersama dengan bangunan sebelabnya 

d isyaratkan u n t u k membuat d ind ing batas tersendir i d i samping d ind ing 

batas t e rdabu lu . 

Paragraf 4 

Persyaratan Ars i t ek tur Bangunan Gedung 

Pasal 31 

Persyaratan ars i t ek tur Bangunan Gedung me l iput i : 

a. penampi lan Bangunan Gedung; 

b. ta ta imang dalam; 
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c. tata ruang luar ; 

d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan 

l ing l iungannya; dan 

e. keseimbangan antara n i la i -n i la i adat/tradis ional sosial budaya 

setempat. 

Pasal 32 

(1) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana d imaksud dalam Pasal 31 

b u r u f a barus d irancang dengan mc;mpertimbangkan ka idab-kaidab 

estetika bentuk, karakter is t ik ars i tektur dan l ingkungan sekitarnya, serta 

n i la i -n i la i keari fan lokal sesuai dengan ketentuan tata ruang . 

(2) Penampilan Bangunan Gedung d i kawasan cagar budaya barus 

d i rancang dengan mempert imbangkan kaidab pelestarian. 

Pasal 33 

(1) Penampilan Bangunan Gedung yang d id i r i kan berdampingan dengan 

Bangunan Gedung yang dilestarikgin, barus dirancang dengan 

mempert imbangkan kaidab estetika bentuk dan karakter i s t ik dar i 

ars i tektur bangunan yang di lestar ikan. 

(2) Wal ikota dapat menetapkan ka idab ars i tektur t e r tentu pada sua tu 

kawasan setelab mendengar pendapat T/^BG dan pendapat masyarakat. 

Pasal 34 

(1) Persy ciratan tata ruang dalam sebagaimana d imaksud dalam Pasal 31 

b u r u f b barus mempert imbangkan: 

a. fungsi ruang ; 

b. ars i t ektur Bangunan Gedung; 

c. efisiensi; 

d. efektivitas; 

e. keselamatan; 

f. kesebatan; 

g. kenyamanan; dan 

b. kemudaban. 

(2) Ben tuk Bangunan Gedung barus d irancang agar setiap ruang dalam 

d i m u n g k i n k a n menggunakan pencabayaan dan pengbawaan a lami , 

kecual i fungsi Bangunan Gedung yang memer lukan sistem pencabayaan 

dan pemgbawaan buatan . 
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(3) Ruang cialam Bangunan Gedung harus mempunya i t inggi yang c u k u p 

sesuai dengan fungsinya dan ars i tektur bangunannya. 

Pasal 35 

(1) Persyaratan tata ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 31 h u r u f c, d isesuaikan dengan KDB yang ber laku. 

(2) Tata ruang luar Bangunan Gedung d i w u j u d k a n da lam pemenuban 

persyaratan daerab resapan, pengbi jauan, akses penyelannatan, s i rku las i 

kendaraan dan manus ia serta terpenuhinya kebu tuban prasarana dan 

sarana d i luar Bangunan Gedung. 

Pasal 36 

(1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan 

l ingkungannya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 b u r u f d barus 

memper t imbangkan terc iptanya ruang luar Bangunan Gedung dan 

ruang t e rbuka b i j au yang seimbang, serasi, dan sidaras dengan 

l ingkungannya. 

(2) Ruang te rbuka b i jau pekarangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berfungsi sebagai tempat t u m b u b n y a tamaman, peresapan air, s i rkulas i , 

unsure estetika, sebagai ruang u n t u k kcqgiatan a tau ruang fasilitas. 

(3) Keseimbangan antara n i la i -n i la i sosial budaya sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 31 b u r u f e, barus menc i r ikan ars i tektur daerab, lokal , 

nasional dan internasional . 

Paragraph 5 
Pengendalian Dampak Ungkungan 

Pasal 37 

(1) Setiap mend i r ikan Bangunan Gedung yang men imbu lkan dampak 

terbadap l ingkungan wajib memenub i kaj ian l ingkungan AMDAL sesuai 

dengan ke tentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Perencanaan Bangunan Gedung yang t idak men imbu lkan dampak 

pent ing terbadap l ingkungan, wajib memi l i k i dokumen upaj^a pengelolaan 

l ingkungan b idup dan upaya pemantauan l ingkungan b idup a tau surat 

pernyataan pengelolaan l ingkungan bidu]3. 

(3) AMDAL sebagaimana d imaksud pada ayat (1) barus menjadi dasar 

perencanaan teknis penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung 

ter tentu. 
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Paragraph (5 
Persyaratan Keselamatan 

Pasal 38 

(1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung me l iput i persyaratan 

kemampuan bangunan gedung terbadap beban mua tan , persyaratan 

kemampuan bangunan gedung terbadap babaya kebakaran dan 

persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap babaya petir. 

(2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terbadap beban mua tan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i persyaratan: 

a. s t m k t u r bangunan gedung; 

b. pembebanan pada bangunan gedung; 

c. s t r u k t u r atas bangunan gedung; 

d. s t r u k t u r bawab bangunan gedung; 

e. pondasi langsung; 

f. pondasi da lam; 

g. keselamatan s t r u k t u r ; 

b. k e m n t u b a n s t r u k t u r ; dan 

i . persyaratan baban. 

(2) S t r u k t u r bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) barus 

kokob, stabi l da lam m e m i k u l beban dan memenuh i persyaratan 

keselamatan, persyaratan pelayanan sidama u m u r yang d i rencanakan 

dengan mempert imbangkan : 

a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungk inan 

pelaksanaan kons t ruks i bangunan gedung; 

b. pengaruh aksi sebagai akibat dar i beban yang bekerja. selama u m u r 

la^anan s t r u k t u r ba ik beban mua tan tetap m a u p u n sementara yang 

t i m b u l akibat gempa, angin, korosi , j a m u r dan serangga perusak; 

c. pengaruh gempa terbadap sub s t r u k t u r m a u p u n s t r u k t u r bangunan 

gedung sesuai zona gempanya; 

d. s t r u k t u r bangunan yang direncancikan secara det i l pada kondis i 

pembebanan m a k s i m u m , sebingga pada saat terjadi k e r u n t u b a n , 

kondis i s t r u k t u r n y a masib memungk inkan penyelamatan d i r i 

pengbuninya; 
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e. s t r u k t u r bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat 

terjadi l iku l faks i ; dan 

f. keandalan bangunan gedung. 

(3) Setiap bangunan bertingkat lebib dari dua lantai , dalam pengajuan 

perizinan mendir ikan bangunannya barus menyertakan perbitungan 

s t r u k t u m y a sesuai pedoman dan standar teknis yang berlalcu. 

(4) Instansi yang membidangi bangunan mempunyai kewajiban dan 

wewenang u n t u k memeriksa konstruks i bangunan yang dibangun/akan 

dibang^in baik dalam rancangan bangunannya m a u p u n pada masa 

pelaksanaan pembangunannya, t emtama u n t u k ketabanan terbadap 

babaya gempa. 

Pasal 39 

(1) Setiap bangunan gedung u n t u k kepentingan u m u m barus mempunyai 

sistem pengamanan terbadap babaya kebakaran, babciya petir, dan 

babaya kel istr ikan. 

(2) Banguaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), me l iput i : 

a. banx^unan perkantoran; 

b. b a n j ^ n a n pasar/pertokoan/mal; 

c. ban^^nan perbotelan; 

d. banxjunan kesebatan; 

e. bangunan pendidikan; 

f. banxjunan gedung pertemuan; 

g. hanganan pelayanan u m u m ; 

b. bangAinan industry ;dan 

i . bang^inan bun ian susun. 

Pasal 40 

(1) Persyai'atan kemampuan bangunan gedung terhadap babaya 

kebakaran sebagaimana dalam Pasal 3 9 aya t ( l ) mel iput i : 

a. sistem proteksi aktif; 

b. sistem proteksi pasif; 

c. persyaratan j a lan keluar dan aksesibilitas u n t u k pemadam kebakaran; 

d. persyaratan pencabayaan darurat ; 

e. tanda arab ke luar dan sistem peringatan babaya; 

f. persyaratan komunikas i dalam bangunan gedung;dan 
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g. manajemen penanggulangan kebakaran. 

(2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran d i l akukan dengan sistem 

proteksi pasif sebagaimana yang dimiaksud pada ayat (1) mel iput i 

kemampuan stabilitas s t ruk tu r dan elemennya, konstruks i taban api, 

kompeirtemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada 

u n t u k menaban dan membatasi kecepatan menjalamya api dan asap 

kebakiaran. 

(3) Pengamanan terbadap babaya kebakgiran d i l akukan dengan sistem 

proteksi akt i f sebagaimana yang d imaksud pada ayat (1) mel iput i 

kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamfcm kebakaran, 

pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. 

(4) Setiap pemil ik/pengguna bangunan gedung barus memanfaatkan 

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam 1MB 

termasuk pengelolaan resiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, 

peraweitan dan pemeriksaan secara berl^ala sistem proteksi kebakaran 

serta pen5dapan personel terlatib dalam pengendalian kebakaran. 

(5) Pemenuban Persyaratan kemampuan bangunan gedung terbadap 

babaygi kebakaran mengikut i pedoman dan standar teknis yang d iatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 1 

(1) Setiap bangunan gedung yaing berdgisarkan letak, si fat geografis, 

bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena scunbaran petir 

barus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir. 

(2) Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasangan barus dapat 

mengu]-angi secara nyata resiko kerusal«:an yang disebabkan sambaran 

petir terbadap bangunan gedung dan peralatan yang diproteksinya, 

serta rr e l indungi manuasia d i dalamnya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan 

instalasi sistem penangkal petir mengikut i pedoman dan standar teknis 

yang bc;rlaku. 

Pasal 42 

(1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi l is tr ik 

termasuk sumber daya l is tr iknya barus di jamin aman, andal dan akrab 

l ingkungan. 
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(2) Ketentuan mengenai tata cara perencEinaan, pemasangan, pemeriksaan 

dan piemeliharaan instalasi l is tr ik mengikut i pedoman dan standar teknis 

yang laerlaku. 

Paragraf 7 
Persyaratan Kesehatan 

Pasal 43 

(1) Setiap bangunan wajib memenubi persyaratan kesebatan. 

(2) Persyaratan kesebatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) m e l i p u t i : 

a. pengbawaan; 

b. pencabayaan ruang; 

c. sanitasi dan perpipaan 

d. pengelolaan l imbab, dan 

e. penx^gunaan baban bangunan 

Pasal 44 

(1) Sistem pengbawaan bangunan gedung sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 43 ayat (2) b u r u f a, dapat berupa venti lasi a lami dan/atau venti lasi 

mekan ik/buatan sesuai dengan fungsinya. 

(2) Bangunan gedung tempat t inggal, bangunan gedung pelayanan 

kesebatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendid ikan 

khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan u m u m la innya barus 

mempunya i bukaan permanen, k is i -k is i pada p i n t u dan jendela dan/atau 

bukaan permanen yang dapat d ibuka u n t u k kepentingan venti lasi a lami . 

(3) Persyaratan teknis sistem dan k e b u t u b a n venti lasi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) barus meng ikut i pedoman dan standar tekns 

yang b( i r laku. 

Pasal 45 

(1) Sistem pencabayaan bangunan gedung sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 43 ayat (2) b u r u f b, dapat berupa sistem pencahnayaan a lami , 

bua tan , dan/atau pencahayaan da rura t sesuai dengan fungsinya. 
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(2) Bangunan gedung tempat t inggal, pelayianan kesehatan, pendid ikan, dan 

bangunan pelayanan u m u m barus mempunya i bukaan u n t u k 

pencabayaan alami. 

(3) Pencabayaan a lami sebagaimana d imaksud pada ayat (2) barus opt imal , 

d isesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing 

ruang d i da lam bangunan gedung. 

(4) Sistem pencabayaan buatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) barus 

memenub i persyaratan : 

a. mempunya i t ingkat i luminas i yang d isyaratkan sesuai fungsi ruang 

dalam dan t idak men imbu lkan efek s i lau/pantu lan ; 

b. sistem pencabayaan darura t banya d ipaka i pada bangunan gedung 

fungsi t e r tentu , dapat bekerja secara otomatis dan mempunya i t ingkat 

pencabayaan yang c u k u p u n t u k evakuasi; dan 

c. barus di lengkapi dengan pengendali manual/otomat is dan 

d i b m p a t k a n pada tempat yang mudab dicapai/dibaca oleb pengguna 

ruangan. 

(5) Persyaratan teknis sistem pencabayaan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (4) barus meng ikut i SNI. 

Pasal 46 

(1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana d imaksud da lam Pasal 43 

ayat (2) b u r u f c dapat berupa: 

a. sistem air m i n u m dalam bangunan gedung; 

b. sistem pengolaban dan pembuangan s i r l imbab/kotor ; 

c. persyaratan instalasi gas medic; 

d. persyaratan penyaluran air bu jan ; 

e. persyaratan fasil itasi sanitasi da lam bangunan gedung; 

f. penampungan sampah; dan/atau 

g. pengolaban sampah. 

(2) Sistem air m i n u m da lam bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) b u r u f a barus d i rencanakan dengan mempert imbangkan sumber 

a ir r a inum, kua l i tas air bersib, sistem d is t r ibus i dan 

penampungannya. 
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(3) Persyaratan air m i n u m dalam bangunan gedung barus meng ikut i : 

a. Kual i tas air m i n u m sesuai dengan standar kesebatan berdasarkan 

pera turan perundang-undangan; 

b. Standar Nasional Indonesia; dan 

c. Pedoman dan/atau pedoman teknis terkait . 

Pasal 47 

(1) Sistem pengolaban dan pembuangan air l imbab/ko tor sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 46 ayat (1) b u r u f b barus d irencanakan dan 

dipass.ng dengan memper t imbangkan jen is dan t ingkat balvayanya. 

(2) Sistem pengolaban dan pembuangan air l imbab/ko tor d iwu judkan dalam 

bentuk pemi l iban sistem pengal iran/pembuangan dan penggunaan 

peralatan yang d i b u t u b k a n dan sistem pengolaban dan pembuangannya. 

(3) Air l imbab beracun dan berbabaya t idak boleb digabung dengan air 

l imbaf i r u m a b tangga, yang sebelum d ibuang ke sa luran terbuka barus 

diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait . 

(4) Persyaratan teknis sistem air l imbab barus meng ikut i SNI. 

Pasal 48 

(1) Persyaratan instalasi gas medik wajib d iber lakukan d i fasilitas pelayanan 

kesebEitan d i r u m a b sakit , r u m a b perav.^atan, fasilitas b iperbank, k l i n i k 

bersal in dan fasilitas kesebatan la innya. 

(2) Potensi babaya kebakaran dan ledakan yang dengan sistem perpipaan 

gas medik dan sistem v a k u m gas medik barus d iper t imbangkan pada 

saat perancangan, pemasangan, penguj ian, pengoperasian dan 

pemelibaraannya. 

(3) Persyaratan instalasi gas medik barus meng ikut i SNI Keselamatan pada 

bangunan fasilitas pelayanan kesebatan, a tau edisi t e rbaru dan/atau 

standar baku/pedoman teknis terkait . 

Pasal 49 

(1) Sistem air bu j an sebagaimana d imaksud da lam Pasal 46 ayat (1) b u r u f d, 

barus d irencanakan dan dipasang dengan mempert imbangkan ketinggian 

permui^aan a ir tanab, permeabil itas tanab dan ketersediaan j a r ingan 

drainase l ingkungan. 
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(2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus di lengkapi dengan 

sistem penyaluran a ir hu jan baik dengan sistem peresapan air ke da lam 

tanab pekarangan dan/air d ia l i rkan ke da lam s u m u r resiapan sebelum 

d ia l i rkan ke j a r ingan drainase l ingkungan. 

(3) Sistem penyaluran a ir bu jan barus dipel ibara u n t u k mencegab te i jadinya 

endapan dan penyumbatan pada sa luran. 

(4) Persyaratan penya luran air bu jan barus itnengikuti: 

a. SNI; dan 

b. standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan 

peraelibaraan sistem penyaluran air b u j a n pada bangunan gedung 

a t au standar b a k u dan/atau pedoman terka i t . 

Pasal 50 

(1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah da lam bangunan gedung 

sebagaimana d imaksud dalam pasal 46 barus d irencanakan dan 

dipasang dengan mempert imbangkan fasill itas penampungan dan 

jenisnya. 

(2) PertimlDangan fasilitas penampungan d iwu judkan dcdam bentuk 

penyediaan tempat penampungan kotorcin dan sampah pgida bangunan 

gedung dengan memperb i tungkan fungsi bangunan, j u m l a b pengbuni 

dan volume kotoran dan sampah. 

(3) Pert imbangan jen is kotoran dan sampah d iwu judkan cialam bentuk 

penem]3atan pewadabaan dan/atau pengolabannya yang t idak 

menggEingggu kesebatan pengbuni , masygirakat dan l ingkungannya. 

(4) Pengembang perumaban wajib menyediakan wadab sampah, alat 

pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan 

pengangkatan dan pembuangan akb i r dapat bergabung dengan sistem 

yang sudab ada. 

(5) Potensi reduks i sampah dapat d i l akukan dengan mendaur u lang 

dan/atau memanfaatkan kembal i sampah bekas. 

(6) Sampal i beracun dan sampah r u m a b sakit , laborator ium dan pelayanan 

medis barus d ibakar dengan incinerator yang t idak mengganggu 

l ingkungan. 
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Pasal 51 

(1) Penggunaan bahan bangunan barus mempert imbangkan keawetan dan 

kesebsitan dalam pemanfaatan bangunannya. 

(2) Penggunaan baban bangunan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a 

a y a t (1) barus memenubi persyaratEin teknik sesuai dengan SNI 

tentang spesifikasi baban bangunan yang berlaku. 

(3) Baban bangunan yang aman bagi kesebatan dan t idak men imbulkan 

dampak penting b a m s memenubi kriteria: 

a. t i da l : mengandung baban berbaba^^a/ beracun bag;i kesebatan 

pengguna Bangunan Gedung; 

b. t ida l : men imbulkan efek si lau bagi pengguna, masyarakat dan 

l ingkungan sekitarnya; 

c. tidak: men imbulkan efek peningkatan temperatur; 

d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan 

e. ramEib l ingkungan. 

(4) Penggunaan baban bangunan yang mengandung racun atau baban 

k imia yang berbabaya, bams mendapat rekomendasi dar i instansi 

terkait dan di laksanakan oleb ablinya. 

(5) Pengecualian dar i ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b a m s 

mendapat rekomendasi dar i Walikota atEiu pejabat yang d i tun juk . 

Paragraph 8 
Persyaratan Kenyamanan 

Pasal 52 

(1) Setiap bangunan g e d u n g yang diban^^un h a m s mempert imbangkan 

faktor Icenyamanan bagi pen^una/penghiuni yang berada d i dalam dan 

d i sekitar bangunan. 

(2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung bams 

memperhatikan: 

a. kenyamanan m a n g gerak; 

b. kenyamanan hubungan antar mang ; 

c. kenyamanan kondis i udara; 

d. kenyamanan pandangan; dan 

e. kenyamanan terbadap kebisingan dan getaran. 
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Pasal 53 

(1) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 52 ayat (2) b u m f a dan b u m f b, m e m p a k a n 

t ingkat kenyamanan yang diperoleh dar i d imensi m a n g dan tata letak 

m a n g serta s i rkulas i antar m a n g yang member ikan kenyamanan 

bergerak da lam ruangan. 

(2) Kenyamanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b a m s 

mempert imbangkan fungsi m a n g , j u m l a b pengguna, perabot/ furni tur , 

aksesibil itas m a n g dan persyaratan keselamatan dan kesebatan. 

Pasal 54 

(1) Persyaj-atan kenyamanan kondis i udara. d i da lam m a n g sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 52 ayat (2) b u m f c m e m p a k a n t ingkat 

kenyamanan yang diperoleh dar i temperatur dan kelembaban d i da lam 

m a n g u n t u k terselenggaranya fungsi banj^unan gedung. 

(2) Persyaiatan kenyamanan kondis i udara sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) b a m s meng ikut i SNI. 

Pasal 55 

(1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 52 ayat (2) b u m f d m e m p a k a n kondis i dar i bak pr ibad i pengguna 

yang d i da lam melaksanakan kegiatannya d i da lam gedung t i dak 

tergang:gu bangunan gedung la in d i sekitarnya. 

(2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) barus mempert imbangkan kenyamanan pandangan dar i da lam 

bangunan, ke luar bangunan dan dar i luar ke m a n g - m a n g t e r t entu 

dalam bangunan gedung. 

(3) Persyaratan kenyamanan pandangan dar i da lam ke luar bangunan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b a m s mempert imbangkan : 

a. gubaban massa bangunan, rancangan bukaan , tata m a n g da lam dan 

luar bangunan dan rancangan ben tuk luar bangunan; 

b. pemanfaatan potensi m a n g luar banigunan gedung dan penyediaan 

RTH. 
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(4) Persyaratan kenyamanan pandangan dar i luar ke dal j im bangunan 

sebagsdmana d imaksud pada ayat (2) harus mempert imbangkan ; 

a. rancangan bukaan , tata ruang daJam dan luar bangunan dan 

rancangan bentuk lua r bangunan; 

b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang aka nada d i 

sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH; 

c. pen cegaban terbadap gangguan si lau dan pan tu l an sinai*. 

(5) U n t u k kenyamanan pandangan pada bangunan gedung barus d ipenub i 

persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan 

gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Da lam ba l masib terdapat persyaratan la innya yeing be lum te r tampung 

a tau b(dum mempunya i SNI d igunakan standar b a k u dan/atau pedoman 

teknis. 

Pasal 56 

(1) Kenyamanan terbadap t ingkat getar dan kebisingan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 52 ayat (2) b u r u f e merupakan t ingkat 

kenyamanan yang d i t en tukan oleb satu keadaan yang t idak 

mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleb 

getaran dan/atau kebisingan yang t i m b u l dar i da lam bangunan gedung 

m a u p u n l ingkungannya. 

(2) U n t u k mendapatkan kenyamanan diari getaran dan kebisingan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ptmyelenggara bangunan gedung 

barus mempert imbangan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau 

sumber getar dan sumber bis ing la innya yang berada d i da lam m a u p u n 

d i luar bangunan gedung. 

(3) U n t u k mendapatkan t ingkat kenyamianan terbadap getaran dan 

kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

barus meng ikut i persyaratan teknis, y a i tu standar tata cara 

perencanaan kenyamanan terbadap getaran dan kebisingan pada 

bangunan gedung. 

(3) Da lam ba l masib ada persyaratan la innya yang be lum ter tampung, a tau 

yang be lum mempunya i SNI, d igunakan standar b a k u dan/atau 

pedoman teknis . 
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Paragraph 9 
Persyaratan Kemudiahan 

Pasal 57 

(1) Setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan 

pengbijauan/fasilitas u m u m l ingkungan barus memenubi persyaratan 

kemudaban yang mel iput i : kemudal ian hubungan ke, dar i , dan 

d i dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasaranji dan sarana 

dalam pemanfaatan bangunan gedung. 

(2) Kemudaban hubungan ke, dar i , dan d i dalam bangunan gedung 

sebagEiimana d imaksud pada ayat (1), mel iput i kemudaban hubungan 

horizontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta 

fasilitas dan aksesbilitas yang mudab, aman, dan nyaman bagi 

penyandang cacat dan lanjut usia. 

(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) pada bangunan gedung u n t u k kepentingan u u i u m mel iput i : 

penyediaan fasilitas yang cukup u n t u k ruang ibadab, ruang ganti, 

ruangEin bayi, toilet, tempat parkir , tempat sampah, serta fasilitas 

komunikas i dan informasi. 

(4) Persyaratan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat 

dan lanjut usia sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mengikut i 

ketentuan dalam standar teknis yang berkiku. 

Pasal 58 

(1) KemudEiban hubungan horizontal antar ruang alam bangunan gedung 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 57 Eiyat (2) merupakan kebarusan 

bangunan gedung u n t u k menyediakan p i n t u dan/atau koridor antar 

ruang. 

(2) Penyediaan mengenai j um lab , u k u r a n dan konst ruks i teknis p i n t u dan 

koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bsmgunan gedung. 

(3) Ketentuan mengenai kemudaban hubungan horizontal antar ruang 

dalam bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) mengikut i ketentuan dt i lam standar teknis yang 

ber laku 
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Pasal 59 

(1) Kemudahan hubungan vert ikal dalam ban gunan gedung, termasuk sarana 

transportasi vert ikal sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 56 ayat (2) 

berupa penyediaan tangga, dan sejenisinya serta lift dan/atau t a n ^ a 

berjalan. 

(2) Bangunan gedung yang bertingkat barus menyediakan tangga yang 

mengbubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan 

mempert imbangkan kemudaban, keamanan, keselamatan, dan kesebatan 

pengguna. 

(3) Bangunan gedung u n t u k park ir barus menyediakan ram dengan 

kemir ingan tertentu dan/atau sarana akses vertikal la innya dengan 

mempert imbangkan kemudaban dan keamanan pen^^guna sesuai 

standar teknis yang berlaku. 

Paragraf 10 
Persyaratan Bangunan Gedung Hi jau 

Pasal 60 

Prinsip Bangunan Gedung H i j au me l iput i : 

a. perumrrsan kesamaan tu juan , pemabaman serta rencana t indak ; 

b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, mater ia l , air, 

sumber daya a lam m a u p u n sumber daya manusia (reduce); 

c. pengurangan t imbu l an l imbab, ba ik f is ik m a u p u n non-f is ik; 

d. penggunaan kembal i sumber daya yang telab d igunakan sebelumnya 

(reuse); 

e. penggunaan sumber daya basi l s ik lus u lang (recycle); 

f. per l indungan dan pengelolaan terbadap l ingkungan b idup mela lu i upaya 

pelestarian; 

g. mit igasi r is iko keselamatan, kesebatan, pc:rubaban i k l i m , dan bencana; 

b. or ientasi kepada s ik lus b idup ; 

i . or ientasi kepada pencapaian m u t u yang d i ing inkan ; 

j . inovasi teknologi u n t u k perbaikan yang bc^rlanjut; dan 

k. peningkatan d u k u n g a n kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen 

da lam implementasi . 
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Pasal 61 

(1) Bangunan Gedung yang dikenai persyi iratan Bangunan Gedung Hi jau 

me l iput i Bangunan Gedung ba ru dan Bangunan Gedung yang telab 

d imanfaatkan. 

(2) Bangunan Gedung yang d ikenai persyciratan Bangunan Gedung Hi jau 

dibagi menjadi kategori: 

a. wajib (mandatory), 

b. d isarankan (recommended), dan 

c. sLikarela (voluntary). 

(3) Bangunan Gedung yang d ikenakan persyaratan Bangunan Gedung 

Hi jau d ia tur lebib lan jut da lam Peraturan Walikota. 

Pasal 62 

(1) Setiap Bangunan Gedung Hi jau harus memenub i persyaratan 

admin is t ra t i f dan persyaratan teknis; sesuai dengan fungsi dan 

klasi f ikasi Bangunan Gedung. 

(2) Selain persyaratan teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

Bangunan Gedung Hi jau juga barus me^menubi persyaratan Bangunan 

Gedung Hi jau ; 

Pasal 63 

Ketentuan lebib l an ju t mengenai persyaratan Bangunan Gedung Hi jau d ia tur 

da lam Peraturan Walikota. 

Paragra f11 
Persyaratan Bangunan Gedung Adat 

Pasal 64 

Bangunan gedung adat barus d ibangun berdasarkan ka idab b u k u m adat 

a tau t rad is i masyarakat b u k u m adat sesuai dengan budaya dan sistem n i l a i 

yang ber la l :u d i masyarakat h u k u m adat. 

Pasal 65 

(1) Da lam penyelenggaraan bangunan gedung adat, pemi l ik bangunan 

gedung barus memperhat ikan ka idab dan norma tradis ional yang ber laku 

d i l ingkungan masyarakat b u k u m adatnya. 
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(2) Kaidahi dan norma tradis ional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

me l iput i aspek perencanaan, pembangunan, pemanfaatan gedung a tau 

bagian dar i bangunan gedung, araf i/orientasi bangunan gedung, 

aksesoris pada bangunan gedung dan aspek larangan dan/atau aspek 

r i t u a l pada penyelenggaraan bangunan gedung r u m a h adat. 

Pasal 66 

(1) Setiap r u m a h adat a tau tradis ional d ibangun dengem meng ikut i 

persyaratan admin is t ras i dan persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan la in yang bersifat kbusus. yang ber laku d i l ingkungan 

masyarakat b u k u m adat dapat meleng;kapi persyaratan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1). 

(3) Wal ikota dapat menetapkan persyaratan admin is t ra t i f dan persyaratan 

teknis liersendiri u n t u k bangunan r u m a b adat. 

(4) Ketentuan lebib l an ju t mengenai bangqnan gedung ad.at/tradisional 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d ia tur dengan 

Peraturan Wal ikota . 

Pasal 67 

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, l<?mbaga swasta a tau lembaga 

pemerintab dapat menggunakan simbol a tau unsure tradis ional yang 

terdapat pada bangunan gedung adat u n t u k d i gunakan pada bangunan 

gedung yang akan d ibangun, direbabi l i tasi , a tau direnovasi. 

(2) Penggunaan simbol a tau unsure tra i i is ional yang terdapat pada 

bangunan gedung adat sebagaimana dimciksud pada ayat (1) barus tetap 

sesuai dengan makna symbol tradis ional j^ang d igunakan dan sistem n i la i 

yang ber laku pada pemanfaatan bangunan gedung. 

(3) Ketentuan lebib lan jut mengenai penggunaan symbol a tau u n s u r 

tradis ional pada bangunan gedung d ia tur dengan Peraturan Wal ikota . 

Bagian Keenam 
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darura t 

Pasal 68 

(1) Bangunan gedung semi permanen dan darura t merupaksm bangunan 

gedung yang d igunakan u n t u k fungsi yang d i te tapkan dengem kons t ruks i 

semi permanen dan darura t yang dapat d i t ingka tkan menjadi permanen. 
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(2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebaigaimana d imaksud pada ayat (1) 

barus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudaban, 

keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan l ingkungannya. 

(3) Ketentuan lebib l an ju t mengenai Tata c:ara penyelenggareian bangunan 

gedung; semi permanen dan darura t d ia tur dengan Peraturan Wal ikota . 

Bagian Ketu jub 
Bangunan Gedung d i Lokasi 

Yang Berpotensi Bencana A lam 

Paragraf 1 
D i Lokasi Ja lu r Gempa dan Bencana A lam Geologi 

Pasal 69 

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung d i lokasi yang berpotensi bencana 

gempa b u m i barus sesuai dengan ketentuan peraturar; perundang-

undang;an. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung d i l(3kasi yang berpotensi bencana 

geologi barus sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan 

zonasi dan/atau penetapan dar i instansi yang berwenang la innya u n t u k 

kawasan bencana a lam geologi. 

Paragraf 2 
D i Lokasi G u n u n g Tanab Longsor 

Pasal 70 

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung d i lokasi yang berpotensi tanab 

longsor barus sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan 

zonasi dan/atau penetapan dar i instans i yang berwenang la innya u n t u k 

kawasan bencana a lam geologi. 

(2) Potensi bencana tanab longsor sebagairaana d imaksud pada ayat (1) 

dapat berupa longsornya gunung , tebing a tau pinggiran sungai. 

(3) Penyelenggaraan bangunan gedung d i lokasi yang berpotensi tanab 

longsor barus sesuai dengan SNI Longsor. 

Pasal 71 

Ketentuan lebib l an ju t mengenai ta ta cara dan persyaratan penyelenggaraan 

bangunan gedung d i lokasi yang berpotensii bencana a lam sebagaimana 

d imaksud Pasal 69 dan Pasal 70 d i a tu r dengan Peraturan Waliko ta. 
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BAB V 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasal 72 

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung te rd i r i atas kegiatan pembangunan, 

pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. 

(2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan mela lu i proses perencanaan teknis dan proses 

pelaksanaan kons t ruks i . 

(3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) me l iput i kegiatan pemelibaraan, perawatan, pemeriksaan secara 

berkala, perpanjangan Serti f ikat Laik Fungsi dan Pengawasan 

Pemanfaatan Bangunan Gedung. 

(4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) me l iput i kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk 

perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya. 

(5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) me l iput i penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, 

dan pengawasan pembongkaran. 

Pasal 73 

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung v/ajib memenub i persyaratan 

admin is t ras i dan persyaratan teknis u n t u k menjamin keandalan 

bangunan gedung tanpa men imbu lkan dampak pent ing bagi l ingkungan. 

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung dapat d i laksanakan oleb perorangan 

a tau penyedia jasa d i bidang penyelenggaraan gedung. 

Bagian Kedua 
Pembangunan 

Paragra f1 
U m u m 

Pasal 74 

Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara 

swakelola a tau menggunakan penyedia jasa d i b idang jDerencanaan, 

pelaksanaan dan/atau pengawasan. 



- 42 -

Pasal 75 

(1) Penye lengaraan pembangunan bangunan gedung secEira swakelola 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74 menggunakan gambar rencana 

teknis sederbana a tau gambar rencana prototipe. 

(2) Dinas dapat member ikan bantuan teknis kepada pemi l ik bangunan 

gedung; dengan penyediaan rencana tisknik sederbana a tau gambar 

prototipe. 

(3) Pengav^asan pembangunan bangunan g;edung sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan oleb Dinas da lam rangka kelayakan fungsi 

bangunan gedung. 

Paragraf 2 
Perencanaan Tel:nis 

Pasal 76 

(1) Setiap kegiatan mend i r ikan , mengubab, menambab, dan membongkar 

bangunan gedung barus berdasarkan j^ada perencanaan teknis yang 

d irancang oleb penyedia jasa yang mempunya i serti f ikasi kompetensi d i 

b idang perencanaan bangunan gedung. 

(2) PerencEinaan bangunan gedung d i l akukan berdasarkan kerangka acuan 

kerja dan dokumen ika tan kerja dengan penyedia jasa perencanaan 

bangun an gedung yang memi l i k i sertifikasii sesuai dengan bidangnya. 

(3) D ikecual ikan dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

perencEinaan teknis u n t u k bangunan gedung b u n i a n tunggal sederbana, 

bangunan gedung b u n i a n deret sederbana, bangunan gedung darura t 

dan/atau jen is bangunan la innya yang d i te tapkan oleb Walikota. 

Paragraf 3 
Dokumen Rencana Teknis 

Pasal 77 

(1) Perencanaan teknis bangunan gedung harus d i susun da lam sua tu 

dokumen rencana teknis bangunan gedung. 

(2) Dokum<;n rencana teknis bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dapat m e l i p u t i : 

a. gambar rencana teknis berupa rencansi teknis ars i tektur , s t r u k t u r dan 

kons t ruks i , mekan ika l/ e lektr ikal ; 
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b. garabar detai l ; 

c. syarat-syarat u m u m dan syarat teknis; 

d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan 

e. laporan perencanaan. 

(3) Dokum en rencana teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diperiksa, 

d in i la i , d ise tu ju i dan d isabkan sebagai dasar u n t u k pemberian 1MB 

dengan mempert imbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan: 

a. fungsi dan klasi f ikasi bangunan gedung; 

b. persyaratan tata bangunan; 

c. keselamatan; 

d. kesebatan; 

e. kenyamanan; dan 

f. kemudaban. 

Pasal 78 

(1) Penilaiein dokumen rencana teknis bcmgunan gedung sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 77 ayat (3) wajib: 

a. pert imbangan dar i TABG u n t u k banigunan gedung yang d igunakan 

bagi kepent ingan u m u m ; 

b. pert imbangan dar i TABG dan memperhat ikan pendapat masyarakat 

u n t u k bangunan gedung yang akan m i ;n imbu lkan dampeik penting; 

c. kooi-dinasi dengan Dinas dan mendapatkan pert imbangan dar i TABG 

serta memperhat ikan pendapat masyarakat u n t u k bangyman gedung 

yang diselenggarakan oleb Pemerintab Daerab dan/atau Pemerintab. 

(2) Persetujuan dan pengesaban dokumen rencana teknis sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d iber ikan sec<ira ter tu l is oleb pejabat yang 

berwenang. 

(3) Dokumt jn rencana teknis yang telab dist j tu jui dan d isabkan d ikenakan 

biaya nstr ibusi 1MB yang besarnya d i te tapkan berdasarkan fungsi dan 

klasi f ikasi bangunan gedung. 

(4) BerdasEirkan b u k t i pembayaran re t r ibus i 1MB, Wal ikota menerb i tkan 

1MB. 
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Paragraf 4 
Penyedia Jasa Perencariaan Teknis 

Pasal 79 

(1) Perencanaan teknis bangunan gedung d irancang oleb jDenyedia jasa 

perencanaan bangunan gedung yang mempunya i serti f ikasi kompetensi d i 

b idangnya sesuai dengan klasi f ikasinya. 

(2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) t e rd i r i atas : 

a. penmcana ars i tektur ; 

b. perencana s t r u k t u r ; 

c. perencana mekanika l ; 

d. perencana e lektr ikal ; 

e. perencana pemipaan (plumbing); 

f. penmcana proteksi kebakaran; dan 

g. peremcana tata l ingkungan. 

(3) Wal ikota dapat menetapkan jenis bangunan gedung yang d ikecual ikan 

dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Pasal 80 

(1) L ingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung 

me l iput i ; 

a. pen;>rusunan konsep perencanaan; 

b. p ra rencana; 

c. pengembangan rencana; 

d. rencana detai l ; 

e. pembuatan dokumen pelaksanaan kons t ruks i ; 

f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan; 

g. pengawasan berkala pelaksanaan kons t ruks i bangunan 

gedung; dan 

b. pemAJsunan pe tun juk pemanfaatan bangunan gedung. 

(2) PerencEinaan teknis bangunan gedung barus d i susun dalam sua tu 

dokumen rencana teknis bangunan gedung. 



- 4 5 -

Paragraph 5 
Bangunan Gedung Adat 

Pasal 81 

(1) Bangunan Gedung lama dan/atau Banguinan Gedung adat yang d id i r i kan 

dengan ka idah tradis ional harus d iper tahankan: 

a. sebagai war isan keari fan loka l d i b idang ars i tektur Bangunan 

Gedung; dan 

b. sebagai inspiras i u n t u k c i r i Daerab a tau bagian Daerab u n t u k 

membangun bangunan-Bangunan Gedung baru. 

(2) Pemerintab Daerab memel ibara keabl ian b idang Bangunan 

Gedung/rumab adat/tradis ional dengan me lakukan pembinaan. 

(3) Bangunan-Bangunan Gedung baru/modern yang oleb Pemerintab 

Daerab d in i la i pent ing dan strategis barus d irencanakan dengan 

memanfaatkan unsur/ i d i om tradis ional . 

(4) Ketentuan lebib l an ju t mengenai penerapan keari fan lokal sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) d i a tur dengan Peraturan 

Wal ikota . 

Pasal 82 

(1) Persyaratan admin is t ra t i f u n t u k Bangunan Gedung laroa dan/atau 

Bangur ian Gedung adat dapat d i l akukan dengan ketentuan 

khusus dengan tetap mempert imt iangkan aspek persyaratan 

administrat i f . 

(2) Persyaratan ad imin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. status bak atas tanab, dapat berupa m i l i k sendir i , a tau m i l i k p ibak 

la in ; 

b. s tatus kepemi l ikan Bangunan Gedung; dan 

c. 1MB. 

(3) Pemerintab Daerab dalam menjo isun persyaratan admin is t ra t i f 

Bangunan Gedung lama a tau adat yang diban^^un dengan 

ka idab tradis ional dapat bekerja sama dengan asosiasi keabl ian yang 

terkait . 

(4) Ketentuan lebib lan jut mengenai tata cara penyediaan dokumen dan 

peni la ian persyaratan admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dan ayait (2) d ia tur dengan Peraturan Wal ikota . 
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Paragraf 6 
Tata Cara Penerbitan 1MB 

Pasal 83 

(1) Permobonan 1MB disampaikan kepada Wal ikota dengan d i l ampi r i 

persyaratan admin is t ra t i f dan persyarabm teknis sesuai dengan fungsi 

dan kkis i f ikas i bangunan gedung. 

(2) Persyaratan admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat ( l ) t e rd i r i 

dar i : 

a. surat b u k t i tentang status bak atas tanab; 

b. surat b u k t i tentang status kepemi l ikan bangunan gedung; dan 

c. dokumen/sura t terkait . 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i dar i : 

a. data u m u m bangunan gedung; dan 

b. renccma teknis bangunan gedung. 

(4) Data u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (3) berisi in formasi 

mengen ai : 

a. fungsi dan klasi f ikasi bangunan gedung; 

b. luas lanta i dasar bangunan gedung; 

c. to ta l luas lanta i bangunan gedung; 

d. ket ingg ian/jumlab lanta i bangunan gedung; dan 

e. rencana pelaksanaan. 

(5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

t e rd i r i dar i : 

a. rencana teknis bangunan gedung pada u m u m n y a , me l iput i : 

1) bangunan b u n i a n r u m a b t inggal tunggal sederbana ( rumab i n t i 

t u m b u b , r u m a b sederbana sebat, r u m a b deret sederbana); 

2) bangunan b u n i a n r u m a b tinggal tuuggal dan r u m a b deret sampai 

di;ngan 2 lanta i ; 

3) bangunan b u n i a n r u m a b tinggal tunggal t idak sederbana a tau 2 

la.ntai a tau lebih dan gedung lainnyai pada u m u m n y a . 

b. Rencana teknis bangunan gedung u n t u k kepent ingan u m u m . 

c. Rencana teknis bangunan gedung fungsi kbusus . 

d. Rencana teknis bangunan gedung bangunan dip lomat ik . 
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Pasal 84 

(1) SKPD memeriksa dan meni la i syarat-syarat sebagaimgina d imaksud 

dalam Pasal 83 serta status/keadaan tanab dan/atau bangunan u n t u k 

di jasikan sebagai baban persetujuan pemberian 1MB. 

(2) Wal ikota menetapkan re t r ibus i 1MB berdasarkan baban persetujuan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Pemeriksaan dan peni laian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 

penetapan re t r ibus i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing lama 7 

(tujub) ba r i kerja t e rb i tung sejak tanggal d i ter ima permobonan 1MB. 

(4) Pemeriksaan dan peni la ian permobonar. 1MB u n t u k ban^xunan gedung 

yang memer lukan pengelolaan k b u s u s a tau mempunya i t ingkat 

kompleksitas yang dapat men imbu lkan dampak kepada masyarakat dan 

l ingkungan pal ing lama 14 (empat belas) ba r i kerja t e rb i tung sejak 

tangga] d i ter ima permobonan 1MB. 

(5) Berdas.arkan penetapan re t r ibus i 1MB sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) pemobon 1MB me lakukan pembayaran re t r ibus i 1MB ke kas 

daerab dan menyerabkan tanda b u k t i pembayarannya kepada Wal ikota . 

(6) Wal ikota menerb i tkan 1MB pal ing lama 7 (tujub) ba r i kerja t e rb i tung 

sejak d i ter imanya b u k t i pembayaran re t r ibus i 1MB oleb Wal ikota . 

(7) Ketentuan mengenai 1MB ber laku pu la u n t u k r u m a b adat kecual i 

d i te tapkan la in oleb Wal ikota dengan mempert imbangkan faktor n i la i 

t radis ional dan keari fan lokal yang ber laku d i masyarakat b u k u m 

adatnya. 

Pasal 85 

(1) Wal ikota dapat menyetu ju i , menunda , a t au menolak perriaobonan 1MB 

yang d ia jukan oleb pemobon. 

(2) Sebelum member ikan persetujuan atas persyaratan admin is t ras i dan 

persyaratan teknis Wal ikota dapat meminta pemobon 1MB u n t u k 

melengkapi persyaratan yang d ia jukan. 

Pasal 86 

(1) Wal ikota dapat menunda menerb i tkan 1M B apabi la : 

a. mas ib memer lukan w a k t u tambaban u n t u k meni la i , kbususnya 

persyaratan bangunan sera pert imbangan n i la i l ingkungan yang 

d irencanakan; 
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b. sedang merencanakan rencana bagian kota a tau rencana terper inci 

kota. 

(2) Penundaan penerbitan 1MB sebagaimana d imaksud pada ayat (1) banya 

dapat d i l akukan 1 (satu) ka l i u n t u k jang]<a w a k t u t idak lebib dar i 2 (dua) 

bu l an 1:erbitung sejak penundaan. 

Pasal 87 

(1) Wal ikota dapat menolak permohonan 1MB apabila bangunan gedung 

yang akan d ibangun apabila: 

a. t idak memenub i persyaratan admin is t ra t i f dan teknis ; 

b. penggunaan tanab yang akan d id i r i kan bangunan gedung t idak sesuai 

dengan RTRW; 

c. mengganggu a tau memperburuk l ingkungan sekitarnya; 

d. mengganggu la lu l intas, a l i ran air, caliaya pada bangunan sekitarnya 

yang telab ada; dan 

e. terdapat keberatan dar i masyarakat. 

(2) Penolabian permobonan 1MB sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan secara ter tu l is dengan menyebutkan alasannya. 

Pasal 88 

(1) Wal ikota dapat mencabut 1MB apabi la : 

a. Pek<;rjaan bangunan gedung yang sedang d iker jakan terbent i selama 

3 (tiga) bu l an dan t idak d i l an ju tkan lagi berdasarkan pernyataan dar i 

pemi l ik bangunan; 

b. 1MB diber ikan berdasarkan data dan informasi yang t idak benar; 

c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dar i dokumen rencana 

teknis yang telab d isabkan dan/atau persyaratan yang t e r cantum 

dalam iz in. 

(2) Sebelum pencabutan 1MB sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada 

pemegang 1MB diber ikan peringatan secara ter tu l is 3 (tiga) ka l i b e r tu ru t -

t u r u t dengan tenggang w a k t u 30 (tiga pulub) ba r i dan d iber ikan 

kesempatan u n t u k mengajukan tanggapannya. 

(3) Apabila per ingatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t idak 

d iperbat ikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya t idak dapat 

d i ter ima, Wal ikota dapat mencabut 1MB bersangkutan. 
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(4J Pencabutan 1MB sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i tuangkan da lam 

bentut : surat keputusan Wal ikota yang memuat alasan pencabutannya. 

Pasal 89 

(1) 1MB t idak d iper lukan u n t u k pekerjaan: 

a. memperbaik i bangunan gedung dengan t idak mengubab bentuk dan 

luas, serta menggunakan jen is baban semula, antara la in : 

1) memplester; 

2) memperbaik i retak bangunan; 

3) memperbaiki daun p i n t u dan/atau daun jendela; 

4) memperbaiki penutup udara t idak melebibi 1 m^; 

5) membuat pemindab ba laman tanpa kons t ruks i ; 

6) imemperbaiki langit- langit tanpa miqngubab j a r ingan ut i l i t as ; dan 

7) mengubab bangunan sementara. 

b. memperbaik i sa luran air bu jan dan selokan dalam pekarangan 

bangunan; 

c. membuat bangunan yang si fatnnya sementara bagi kepent ingan 

pemel ibaraan ternak dengan luas t idak melebibi garis sempadan 

belakang dan samping serta t idak mengganggu kepent ingan orang la in 

a tau u m u m ; 

d. membuat pagar ba laman yang sifatnya sementara (tidsik permanen) 

yang t ingginya t idak melebibi 120 (seratus dua pulub) centimeter 

kecual i adanya pagar i n i mengganggu kepentingan ora.ng la in a tau 

u m u m ; 

e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara w a k t u . 

(2) Ketentuan lebib lan jut mengenai ta ta cara per iz inan bangunan gedung 

d ia tur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian ketiga 
Pelaksanaan K o n s t m k s i 

Pasal 90 

(1) Pelaksanaan k o n s t m k s i bangunan gedung d imu la i setelab pemi l ik 

bangunan gedung memperoleb iz in mend i r ikan bangunan gedung. 

(2) Pelaksanaan k o n s t m k s i bangunan gedung h a m s berdasarkan dokumen 

rencana teknis yang telab d ise tu ju i dan d isabkan. 
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(3) Pelaksjmaan kons t ruks i bangunan gedung berupa pembangunan 

bangunan gedung baru , perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau 

pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi , dan/atau perlengkapan 

bangunan gedung. 

Pasal 9 1 

(1) Kegiatan pelaksanaan kons t ruks i bangunan gedung sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 90 terd i r i atas kegiatan: 

a. pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Dinas; 

b. kegiatan persiapan lapangan; 

c. kegiatan kons t ruks i ; 

d. kegiatan pemeriksaan akb i r pekerjaan kons t ruks i ; dan 

e. kegiatan penyeraban basi l akb i r pekerjaan. 

(2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f a me l ipu t i pemeriksaan ktdengkapan, keb<;naran dan 

keter laksanaan kons t ruks i dan semua pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Persiapan lapangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b 

me l iput i penyusunan program pelaksanaem, mobi l isasi sumber daya dan 

persiapan f isik lapangan. 

(4) Kegiatan kons t ruks i me l iput i kegiatan pelaksanaan kons t ruks i d i 

lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar 

kerja pidaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan yang telab d i laksanakan (as bu i l t drawings) serta kegiatan 

masa pemel ibaraan kons t ruks i . 

(5) Kegiatan pemeriksaan akb i r pekerjaan kons t ruks i me l iput i pemeriksaan 

basi l akb i r pekerjaan kons t ruks i bangumm gedung terbadap kesesuaian 

dengan dokumen pelaksanaan yang bei-wujud bangunan gedung la ik 

fungsi yang di lengkapi dengan: 

a. dokumen pelaksanaan kons t ruks i , 

b. gambar pelaksanaan pekerjaan (as bu i l t drawings), 

c. pedoman pengoperasian dan pemel ibaiaan bangunan gedung, 

d. peralatan serta perlengkapan mekanika l dan 

e. e lektr ikal serta dokumen penyeraban hasi l pekerjaan. 
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(6) Berdasarkan hasi l pemerikasaan akh i r sebagaimana d imaksud pada 

ayat (5), pemi l ik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang 

mengajukan permobonan penerbitan Serti f ikat Laik Fungsi Bangunan 

gedung kepada Walikota. 

Pasal 92 

(1) Pelaksanaan kons t ruks i wajib diawasi oleh petugas pengawas 

pelakssmaan kons t ruks i . 

(2) Pemeriksaan ke la ikan fungsi bangunan gedung me l iput i pemeriksaan 

kesesuaian fungsi, persyaratan tata bang^man, keselamatan, kesebatan, 

kenyamanan dan kemudaban, dan 1MB. 

Pasal 93 

Petugas pengawas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 92 ayat (1), 

berwenang : 

a. memasuk i dan mengadakan pemeriksaan d i tempat pelaksanaan 

kons t ruks i setelab m e n u n j u k k a n tanda pengenal dan surat tugas. 

b. menggunakan acuan peraturan u m u m baban bangunan, rencana kerja 

syarat-syarat dan 1MB. 

c. memer in tabkan u n t u k meny ingk i rkan baban bangunan dan bangunan 

yang t idak memenub i syarat, yang dapat mengancam kesebatan dan 

keselamatan u m u m . 

d. mengbent ikan pelaksanaan kons t ruks i dan melaporkan kejaada instans i 

yang berwenang. 

Pasal 94 

(1) Pemerilcasaan kela ikan fungsi bangunan gedung d i l akukan setelab 

bangunan gedung selesai d i laksanakan oleb pelaksana kons t ruks i 

sebelum diserabkan kepada pemi l ik bangunan gedung. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan oleb 

pemil ik/pengguna bangunan gedung a tau penyedia jasa a tau pejabat 

yang berwenang. 
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Pasal 95 

(1) U n t u k bangunan yang telab ada, kbususnya bangunan u m u m 

wajib d i lakukan pemeriksaan secargi berkala terbadap kelaikan 

fungsinya. 

(2) Pemeriksaan secara berkala d i lakukan oleb tenaga teknis/tronsultan abl i 

yang telab memi l ik i sertifikat keablian a tau bekerjasama dimgan asosiasi 

profesi dibidang bangunan gedung. 

(3) Instansi yang membidangi bangunan mengadakan penelitian atas basi l 

pemeriksaan berkala sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mengenai 

persyaj"atan administrasi m a u p u n persyaratan teknis. 

(4) Instansi yang membidangi bangunan memberikan Sertifikat laik fungsi 

apabila bangunan diperiksa telab memenubi persyaratan. administrat i f 

dan ptjrsyaratan teknis yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(5) Ketenbjan lebib lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian 

SLF d iatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 

Pasal 96 

(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukem oleb pemi l ik a tau pengguna 

bangunan gedung setelab bangunan gedung tersebut; d inyatakan 

memenubi persyaratan laik fungsi. 

(2) Bangunan gedung dinyatakan memenubi persyaratan laik fungsi 

apabila telab memenubi persyaratan teknis. 

(3) Pemelibaraan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada 

bangurian gedung barus d i lakukan agar tetap memenubi persyaratan 

laik fungsi. 

(4) Ketenbran mengenai tata cara pemelibaraan, perawatan, dan 

pemeriksaan secara berkala bangunan geidung mengikut i pedoman teknis 

dan standarisasi nasional yang ber laku. 
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Bagian Ke l ima 
Pelestarian 

Pasal 97 

(1) Bangunan gedung dan l ingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar 

budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan bcirus d i l indungi 

dan dilestarikan. 

(2) Penetapan bangunan gedung dan l ingkungannya yang d i l indungi dan 

dilestarikan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan oleb 

pemerintab dan/atau pemerintab daerab dengan memperbat ikan 

ketenbjan perundang-undangan. 

(3) Pelak&maan perbaikan, pemugaran, per l indungan, serta pemelibaraan atas 

bangunan gedung dan l ingkungannya sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) banya dapat d i lakukan sepanjang t idak mtsngubab ni la i 

dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. 

(4) Perbailcan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan 

l ingkungan cagar budaya yang d i lakukan, menyalabi ketentuan fungsi 

dan/atau karakter cagar budaya, barus dikembal ikan sesuai dengan 

peratuiran perundang-undangan. 

(5) Ketentuan mengenai per l indungan dan pelestarian sebagaimana 

dimaksiud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, 

pemugaran dan pemanfaatan mengikut i ketentuan pedonrian teknis dan 

standarisasi nasional yang berlaku. 

Bagian Keenam 
Pembongkaran 

Paragrapb 1 
U m u m 

Pasal 98 

(1) Pembongkaran bangunan gedung me l i pu t i kegiatan penetapan 

pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung. 

(2) Pembongkaran bangunan gedung d i l akukan dengan meng ikut i ka idab 

pembongkaran secara u m u m serta memanfaatkan i l m u pengetabuan dan 

teknologi. 
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(3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

barus d i laksanakan secara tert ib dengar mempert imbangkan keamanan, 

keselamatan masyarakat dan l ingkungannya. 

(4) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

barus sesuai dengan ketetapan per intab pembongkaran a tau persetujuan 

pembongkaran oleb Walikota, kecual i bangunan gedung lungs i k b u s u s 

oleb Pemerintab. 

Paragraf 2 
Penetapan Pembongkaran 

Pasal 99 

(1) Dinas mengidenti f ikasi bangunan gedung yang akan d i te tapkan u n t u k 

dibongkar berdasarkan basi l pemerik:saan dan/atau laporan dar i 

masyarakat. 

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) me l iput i : 

a. bangunan gedung yang t idak la ik fungsi dan t idak daqpat d iperbaik i 

lagi; 

b. bangunan gedung yang pemanfaatannya men imbu lka r babaya bagi 

pengguna, masyarakat dan l ingkungannya; 

c. bangunan Gedung yang pemi l iknya menging inkan tamp i l an 

baru ;dan/atau 

d. bangunan gedung yang t idak memi l i k i 1MB; 

Pasal 100 

(1) Dinas menyampaikan basi l ident i f ikasi sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 99 (1) kepada pemil ik/pengguna bangunan gedung yang akan 

di te tapkan u n t u k dibongkar. 

(2) Berdasarkan basi l ident i f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib me lakukan 

pengkajian teknis dan menyampaikan basi lnya kepada Wal ikota . 

(3) Apabi la berdasarkan basi l pengkajian teknis bangunan gedung 

memenub i ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), maka 

Wal ikota menetapkan bangunan gedung tersebut u n t u k dibongkar 

dengan surat penetapan pembongkaran a tau surat persetujuan 

pembongkaran. 
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(4) Surat penetapan pembongkaran a tau persetujuan j jembongkaran 

memuat batas w a k t u dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas 

pelanggaran yang terjadi. 

(5) Da lam ba l pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung t idak 

melaksanakan per intab pembongkaran sebagaimana d imaksud pada 

ayat (4), maka pembongkaran akan d i l akukan oleb Dinas atas beban 

biaya pemil ik/pengguna/pengelola bangunan gedung. 

(6) Bagi pemi l ik bangunan r u m a b tinggal yang t idak m a m p u , biaya 

pembongkarannya di tanggung oleb Pemeidntab Daerab. 

Paragraf 3 
Rencana Teknis Pembongkaran 

Pasal 101 

(1) Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaeinnya dapat 

men imbu lkan dampak luas terbadap kesislamatan u m u m dan l ingkungan 

barus d i laksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang 

d i susun oleb penyedia jasa perencanaan teknis yang memi l i k i sert i f ikat 

keablia.n yang sesuai. 

(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana d imaksud jDada ayat (1) 

barus d isetuju i oleb Wal ikota setelab mendapat pert imbangan 

dar i TABG. 

Pasal 102 

(1) Selain menyusun rencana teknis pembongkaran sebagaimsma d imaksud 

da lam Pasal 101 ayat (1), Dinas wajib me lakukan sosialisasi dan 

pember i tabuan ter tul is kepada masyarakat d i sekitar bangunan gedung, 

sebelum pelaksanaan pembongkaran. 

(2) PelaksEinaan pembongkaran meng ikut i pr ins ip-pr ins ip keselamatan dan 

kesebatan kerja. 

Paragraf 4 
Pelaksanaan Pembongkaran 

Pasal 103 

(1) Pembongkaran bangunan gedung d i l a k u k a n oleb pemi l ik dan/atau 

pengguna bangunan gedung a tau dapat menggunakan ]Denyedia jasa 

pembongkaran bangunan gedung yang memi l i k i sert i f ikat keabl ian yang 

sesuai. 
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(2) Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan p(?ralatan berat 

dan/atau baban peledak barus d i laksanakan oleb penyedia jasa 

pembongkaran bangunan gedung yang mempunya i serti f ikat keabl ian 

yang sesuai. 

Paragraf 5 
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung 

Pasal 104 

(1) Pengav/asan pembongkaran bangunan gedung d i l akukan oleb penyedia 

jasa pengawasan yang memi l i k i sertifikgit keabl ian yang siesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasi l pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i laporkan secara berkala kepada Walikota. 

(3) Dinas me lakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan 

pelaksgmaan pembongkaran dengan renccina teknis pembongkaran. 

BAB VI 

TABG 

Bagian Kesatu 
Pembentukan TABG 

Pasal 105 

(1) TABG d iben tuk dan d i te tapkan oleb Wal ikota. 

(2) Susungm keanggotaan TABG terd i r i dar i : 

a. Pengarab 

b. Ketua 

c. Wak i l Ketua 

d. Sek]*etaris 

e. Angtgota 

(3) Keanggotaan TABG terd i r i dar i u n s u r - u n s u r : 

a. asosiasi profesi; 

b. masyarakat ab l i d i luar d is ip l in bangunan gedung termasuk 

masyarakat adat; 

c. perguruan t inggi ; dan 

d. instans i pemerintab. 
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(4) KeterwEikilan u n s u r asosiasi profesi, perguruan t inggi dan masyarakat 

ah l i t e rmasuk masyarakat adat, m i n i m u m sama dengan keterwaki lan 

u n s u r Pemerintah Daerah. 

Pasal 106 

(1) Keanggotaan TABG t i dak bersifat tetap. 

(2) Setiap u n s u r d iwak i l i oleh 1 (satu) orang sebagai anggota. 

(3) Nama-riiama anggota TABG d iusu lkan oleb asosiasi profesii, perguruan 

t inggi dan masyarakat ab l i t e rmasuk masyarakat adat ygmg d is impan 

da lam database dgiftar anggota TABG. 

Pasal 107 

(1) Masa kcirjaTABG ditetapksm 1 (satu) t a b u n anggaran. 

(2) Masa k(;rja TABG dapat diperpanjang pa l ing lama 2 (dua) ka l i masa kerja 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fung;si 

Pasal 108 

(1) TABG mempunya i tugas : 

a. member ikan pert imbangan teknis berupa nasebat, pendapat dan 

pert imbangan professional pada pengesaban reneana teknis 

b a n j ^ n a n gedung u n t u k kepentingan u m u m . 

b. member ikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi instans i terkai t . 

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimgma d imaksud pgida ayat (1) 

b u r u f a, TABG mempunya i fungsi: 

a. pengkaj ian dokumen rencana teknis yang telab d ise tu ju i oleb instans i 

yang berwenang; 

b. pengkajian dokumen rencana teknis iDcrsadarkan ketentuan tentang 

persaratan tata bangunan; 

c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang 

persyaratan keandalan bangunan gedung. 
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(3) Disamping tugas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat (1), TABG 

dapat membantu : 

a. pembuatan acuan dan peni la ian; 

b. penyelesaian masalab; dan 

c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan TABG 

Pasal 109 

(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan 

pada APBD Pemerintab Daerab. 

(2) Pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. biaya pengelolaan database. 

b. biaya operasional TABG yang terd i r i dar i : 

1) biaya sekretariat; 

2) persidangan; 

3) bonora r ium dan tunjangan; 

4) biaya pe i ja lanan dinas. 

(3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) meng ikut i 

pera turan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebib l an ju t mengenai pembiayaan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) d ia tur dengan Peraturan Waiiikota. 

BAB VI I 

PERAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Pemantauan dan Penjagaan Ketert iban 

Pasal 110 

(1) Da lam penyelenggaraan Bangunan Gedung, masyarakat dapat berperan 

u n t u k memantau dan menjaga ketert iban baik da lam pelaksanaan 

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, m a u p u n kegiatan 

pembongkaran Bangunan Gedung. 
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(2) Da lam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketert iban 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), masyarakat barus meng ikut i 

pr ins ip-pr ins ip u m u m tata pemer intaban 3mng baik. 

(3) Pemantauan dan penjagaan ketert iban sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan mela lu i kegiatan pengamatan, penyampaian masukan , 

usu lan , dan pengaduan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan penjagaan ketert iban 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) d ia tur 

dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 
Pemberian Masukan Meisyarakat 

Pasal 111 

(1) Masyanikat dapat member ikan masukan terbadap pen3rusunan dan/atau 

penyempurnaan pera turan , pedoman, dan standar teknis d i b idang 

Bangunan Gedung kepada Pemerintab Da<?rab. 

(2) Masukan masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan 

ba ik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, m a u p u n 

mela lu i TABG dengan meng ikut i prosedur dan berdasarkan pert imbangan 

n i la i -n i la i sosial budaya. 

(3) Masukan masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menjadi 

pert imbangan Pemerintab Daerab da lam pen3aisunan dan/atau 

penyempurnagm peraturan, pedoman, dan standar teknis d i b idang 

Bangunan Gedung. 

Bagian Ketiga 
Penyampaian Pendapat dan Pert imbangan 

Pasal 112 

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pert imbangan kepada 

instansi; yang berwenang terbadap pen3a:isunan rencana tata bangunan 

dan l ingkungan, rencana teknis Bangunan Gedung terter ; tu dan/atau 

kegiatan penyelenggaraan yang men imbu lkan dampiak pent ing 

terbadap l ingkungan agar masyarakat yang bersangkutan i k u t memi l i k i 

dan bertanggung jawab da lam penataan ban^^unan dan 

l ingkungannya. 
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(2) Pendapat dan pert imbangan masyarakat sebagaimana d imaksud pada 

ayat ( I j d isampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi 

kemasyarakatan, m a u p u n mela lu i TABG dengan meng ikut i j j rosedur dan 

dengan mempert imbangkan n i l a i sosial budaya. 

Pasal 113 

(1) Pendapat dan pert imbangan masyarakat u n t u k rencana teknis Bangunan 

Gedung te r tentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang men imbu lkan 

dampak pent ing terbadap l ingkungan, dapat d isampaikan mela lu i TABG 

a tau dibabas da lam dengar pendapat pub l i k yang d ik is i l i tas i oleb 

Pemerintab Daerab, kecual i u n t u k Ban{?unan Gedung fungsi kbusus 

difasi l i tasi oleb Pemerintab mela lu i koordinasi dengan Pemerintab 

Daerab. 

(2) Hasi l dengar pendapat pub l i k sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

menjadi pert imbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleb 

Pemerintab Daerab. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Gugatan P<?rwakilan 

Pasal 114 

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwaki lan ke pengadilan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwaki lan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) adalab: 

a. perorangan a tau kelompok orang yang d i rug ikan , yang mewaki l i para 

p ibak yang d i rug ikan akibat adanya penyelenggaraan Bangunan 

Gedung yang mengganggu, merug ikan, a tau membabayakan 

kepent ingan u m u m ; a tau 

b. perorangan a tau kelompok orang a tau organisasi kemasyarakatan 

yang mewaki l i para p ibak yang d i rug ikan akibat adanya 

penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merug ikan, 

a tau membabayakan kepentingan u m u m . 

BAB VII I 
PEMBINAAN 

Pasal 115 

Pembinaan dan pemberdayaan terbadap penyelenggaraan Bangunan Gedung 

menjadi tanggungjawab Wal ikota dan d i laksanakan oleb Dinas. 
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Pasal 116 

(1) Pembincian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 115 be r tu juan agar 

penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tert ib dan tercapai 

keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta 

terwujudnya kepast ian h u k u m . 

(2) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t u j u k a n kepada 

penyelenggara bangunan gedung. 

(3) Pembineian terhadap ketert iban u m u m di laksanakan da lam 

bentuk pengaraban, sosialisasi, pe lat iban, rebabi l i tasi , dan/atau 

penyu luban . 

Pasal 117 

(1) Pemberdayaan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 115 d i t u j u k a n 

kepada penyelenggara bangunan gedung. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan mela lu i 

peningkatan profesionalitas penyelenggara bangunan gedung dengan 

penyadeiran akan bak dan kewajiban dan peran da lam penyelenggaraan 

bangunan gedung te rutama d i daerab rawcm bencana. 

(3) Pemberdayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan mela lu i 

pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelat iban d i b idang 

penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pasal 118 

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang be lum m a m p u memenuh i 

persyaratan teknis bangunan gedung d i l akukan bersama-sama dengan 

masyarakat yang terkai t dengan bangunan gedung mela lu i : 

a. Pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunan gedung dalam 

ben tuk kegiatan penyu luban , b imbingan teknis, pelat iban dan pemberian 

tenaga teknis pendamping; 

b. Pemberian ban tuan percontoban r u m a b tinggal yang memenub i 

persyaratan teknis da lam bentuk pemberian s t imu lan t baban bangunan 

yang dikelola masyarakat secara bergulis; dan/ a tau 
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c. Ban tuan penataan bangunan dan l ingkungan yang serasi da lam bentuk 

penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar 

p e rmuk iman . 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 119 

(1) Setiap pemi l ik , pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung 

yang t idak memenubi kewajiban pemenuban fungsi, persyaratan, 

dan/atau penyelenggaraan Bangunan Gedung dikenai sanksi 

administrat i f . 

(2) Sanksi admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l ipu t i : 

a. per ingatan ter tu l is , 

b. pembatasan kegiatan pembangunan, 

c. pengbentian sementara a tau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

peml:>angunan, 

d. penglhentian sementara a tau tetap pada pemanfaatan bangunan 

gedung; 

e. pembekuan iz in mend i r ikan bangunan gedung; 

f. pencabutan iz in mend i r ikan bangunan gedung; 

g. pembekuan serti f ikat la ik fungsi bangunan gedung; 

b. penc abutan serti f ikat la ik fungsi bangunan gedung; a tau 

i . perin tab pembongkaran bangunan gedung. 

(3) Penyedia Jasa Kons t ruks i yang melanggar ketentuan Peraturan Daerab 

i n i d ikenakan sanksi sebagaimana diatuir da lam peraturan; perundang-

undangan d i b idang jasa kons t ruks i . 

(4) Peringa1:an ter tu l is sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u f a, 

diberika n pal ing banyak 3 (tiga) ka l i secara b e r t u m t da lam jangka w a k t u 

1 (satu) minggu. 

(5) Pengbentian sementara, pencabutan 1MB Gedung, penc;abutan SLF 

Bangunan Gedung, dan pembongkaran bangunan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) b u m f b sampai dengan b u m f i d i l akukan apabi la 

pemi l ik bangunan t idak meng indabkan pieringatan ter tu l is sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) b u m f a. 
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(6) Pengheritian sementara, pencabutan 1MB Gedung, pencabutan SLF 

Bangunan Gedung dan pembongkaran bangunan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusaia Wal ikota. 

B A B X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 120 

Pada saat pera turan daerab i n i mu l a i ber laku: 

a. 1MB yang telab d i t e rb i tkan d inyatakan tetap ber laku; 

b. permobonan 1MB yang sudab m u l a i diproses tetapi be lum selesai tetap 

diselesaikan berdasarkan peraturan daerab in i ;dan 

c. Bangunan gedung yang telab berd ir i , tetapi be lum memi l i k i 1MB 

pada saat Peraturan Daerab i n i d iber lakukan, u n t u k memperoleb 1MB 

barus mendapatkan serti f ikat la ik fungsi berdasarkan Peraturan Daerab 

i n i . 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 121 

Pada saat Peraturan Daerab i n i m u l a i be r laku , Peraturan Daersih Nomor 12 

T a b u n 2005 tentang Bangunan (Lembaran Daerab T a b u n 2005 N o m o r l l , 

Tambaban Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomor 72), d icabut dan 

d inyatakan t idak ber laku 

Pasal 122 

Peraturan pielaksanaan Peraturan Daerab i n i , barus sudab d i te tapkan pal ing 

lama 6 (enam) bu lan sejak Peraturan Daerab i n i d iundangkan. 

Pasal 123 

Peraturan daerab i n i m u l a i ber laku pada tangj^al d iundangkan . 
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Agar setiapi orang dapat mengetahuinya, rnemer intahkan pemgundangan 

peraturan daerah in i dengan menempatkannya d,alam Lembaran Daerah. 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2 9 ••••mli« i i i 

WALIKOTA GORONTALOjl 

MARTEN A. TAHA 

Diundangk£in d i Gorontalo 

pada tangggJ 2 9 • • • • B i l » « r 2 * 1 6 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

2016 

ZAINUDDIN RAHIM 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 1® 

NOREG PE l^TURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (10/54/2016) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 i TAHUN 2016 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 

UMUM 

Bangunan gedung sebagai tempat manus ia me lakukan 

kegiatannya, mempunya i peranan yang sangat strategis da lam 

pembentukan watak, perwujudan produkt iv i tas , dan j a t i idiri manusia . 

Penyelenggaraan bangunan gedung pisrlu d i a tu r dan d ib ina demi 

kelangsungan dan peningkatan keb idupan serta pengbidupan 

masyarakat, serta u n t u k mewu judkan bangunan gedung yang andal , 

berjati d i r i , serta seimbang, serasi, dan selaras dengan l ingkungannya. 

IBangunan gedung merupakan salab satu w u i u d f is ik dar i 

pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan bangunan 

gedung barus ber landaskan pada peng;aturan penataan m a n g . 

U n t u k menjamin kepastian b u k u m dan ketert iban 

penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung b a m s 

sesuai dengan ketentuan yang mengatur penataan m a n g , memenub i 

persyaratan admin is t ra t i f dan teknis bangunan gedung. 

Peraturan daerab i n i berisi ke tentuan yang mengatur berbagai 

aspek penyelenggaraan bangunan gedung me l iput i aspek fungsi 

bangunan gedung, aspek persyaratan bangunan gedung, aspek bak 

dan kewajiban pemi l ik dan pengguna bangunan gedung dalam 

tabap im penyelenggaraan bangunain gedung, aspek peran 

masyarakat, aspek pembinaan oleb pemerintab, d a n aspek sanksi, . 

Peraturan Daerab i n i ber tu juan u n t u k mewu judkan 

penyelenggaraan bangunan gedung yang ber landaskan pada 

ketentuan d i b idang penataan m a n g , ter t ib secara admin is t ra t i f dan 

teknis , t e rwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal , yang 

menjamin keselamatan, kesebatan, kenyamanan, dan kemudaban bagi 

pengguna, serta serasi dan selaras dengem l ingkungan daerab. 
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Pelayanan pemberian iz in mend i r ikan bangunan gedung yang 

t ransparan, adi l , tert ib b u k u m , part isipati f , tanggap, akuntab i l i tas , 

efisien dan efektif serta profesional, merupakan w u j u d pelayanan 

p r ima yang barus d iber ikan oleb pemerintab daerab. 

Peraturan Daerab i n i mengatur lebib l an ju t persyaratan teknis 

tata t iangunan dan keandalan bangunan gedung, agar raasyarakat d i 

dalam mend i r ikan bangunan gedung mengetabui secara jelas 

persyaratan-persyaratan teknis yang barus d ipenub i sebingga 

bangunan gedungnya dapat menjami;a keselamatan pengguna dan 

l ingkungannya, dapat d i tempat i secara aman, sebat, nyaman, dan 

aksesibel, sebinggga secara kese luruban dapat member ikan j a m i n a n 

terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak b u n i , berjati 

d i r i , dan produkt i f , serta serasi dan selaras dengan l ingkungannya. 

Dengan d ipenubinya persyaratsm teknis bangunan gedung 

sesuai fungsi dan klasi f ikasinya, maka d ibarapkan kegagalan 

konsb-uksi m a u p u n kegagalan bangunan gedung dapat d ib indar i , 

sebingga pengguna bangunan dapat t i i dup lebib tenang dan sebat, 

robaniiab dan jasmaniab d i da lam berkeluarg;a, bekerja, 

bermasyarakat dan bernegara. 

Peraturan Daerab i n i mengatur ba l -ba l yang bersifat pokok dan 

norma.tif mengenai penyelenggaraan bangunan gedunig sedangkan 

ketentuan pelaksanaannya akan d ia tur lebib l an ju t dengsm peraturan 

Wal ikota dengan tetap mempert imbsmgkan pera turan perundang-

undangan la innya yang terkai t dengan pelaksanaan pera turan 

daerab i n i . 

I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

C u k u p jelas 

Pasal 2 

C u k u p jelas 

Pasal 3 

C u k u p jelas 

Pasal 4 

C u k u p jelas 
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Pasal 5 

C u k u p jelas 

Pasal 6 

A y a t ( l ) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud deng:an bangunan r u m a b tinggal 

tunggal adalab bangunan da lam suatu perpetakan/ 

persi l yang sisi-sisinya mempunya i j a r a k bebas 

dengan bangunan gedung dan batas. perpetakan 

la innya. 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan bangunan r u m a b tinggal 

deret adalab bangunan da lam sua tu perpetakan/ 

persil yang sisi-sisinya t idak mempunya i j a r a k 

bebas samping dan d inding-d indingnya d igunakan 

bersama. 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan bangunan r u m a b tinggal 

susun adalab bangunan da lam sua tu perpetakan/ 

persi l yang memi l i k i lebib dar i satu lanta i t e rsusun ke 

atas a tau ke bawab tanab. 

H u r u f d. 

Yang d imaksud dengan bangunan r u m a b tinggal 

sementara adalab bangunan yang dibsmgun u n t u k 

b u n i a n sementara w a k t u sambal menunggu 

selesainya bangunan b u n i a n yang bersifat 

permanen, misalnya bangunan u n t u k penampungan 

pengungsian da lam ha l terjadi bencana a lam a tau 

bencana social. 

Ayat (2) 

C u k u p Jelas 

Ayat (3) 

C u k u p Jelas 
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Ayat (4) 

C u k u p Jelas 

Ayat (5) 

C u k u p Jelas 

Ayat (6) 

C u k u p Jelas 

Pasal 7 

C u k u p Jelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 

C u k u p jelas 

Ayat (2) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Cedung sederhana 

adalah Bangunan Cedung dengan karakter sederhana 

serta memi l i k i komplel is i tas dan teknologi sederhana 

dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memi l i k i 

desain protot ip. 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Cedung t idak 

sederbana adalab B a n j ^ n a n Cedung dengan karakter 

t idak sederbana serta memi l i k i kompleksitas dan a tau 

teknologi t idak sederbana. 

H u r u f c. 

Yang d imaksud deng£in Bangunan Cedung kbusus 

adalab Bangunan Cedung yang memi l ik i penggunaan 

dan persyaratan kbusus , yang da lam perencanaan dan 

pelaksanaannya memer lukan penyelesaian/teknologi 

kbusus . 

Ayat (3) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud dengan "Bangunan Cedung darura t 

a tau sementara" adalab Bangunan Cedung yang 

karena fungsinya d i rencanakan mempiunyai u m u r 

layanan sampai dengan 5 (lima) t a b u n . 



H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan "Bangunan Gedung semi 

permanen" adalab Bangunan Gedung yang karena 

fungsinya d i rencanakan mempunya i u m u r layanan d i 

atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepulub) t a b u n . 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan "Bangunan Gedung permanen" 

adalab Bangunan Gedung yang karena fungsinya 

d irencanakan mempunya i u m u r layanan d i atas 10 

(sepulub) t a b u n . 

Ayat (4) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud dengan t ingkat r is iko kebakaran 

rendab adalab Bangunan Gedung 3'ang karena 

fungsinya, d isa in penggunaan baban dan komponen 

u n s u r pembentuknya, serta kuant i tas dan kual i tas 

baban yang ada d i dalamnya t ingkat m u d a b 

terbakarnya rendab. 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan t ingkat risik:o kebakaran 

sedang adalab Bangunan Gedung yang karena 

fungsinya, d isa in penggunaan baban dan komponen 

u n s u r pembentuknya, serta kuant i tas dan kual i tas 

baban yang ada d i da lamnya tingkat m u d a b 

terbakarnya sedang. 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan t ingkat r is iko kebakaran t inggi 

adalab Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan 

disain penggunaan t iaban dan komptonen u n s u r 

pembentuknya, serta kuant i tas dan kual i tas baban 

yang ada d i da lamnya t ingkat m u d a b t e rbakamya 

sangat t inggi dan/atau t inggi . 

Ayat (5) 

C u k u p jelas 

Ayat (6) 
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H u r u f a. 

Yang d imaksud dengaii Bangunan Gedung d i lokasi 

renggang adalah Bangunan Gedung yang pada 

u m u m n y a terletak pada daeredi p ingg iran/luar kota 

a tau daerah yang berfungsi sebagai resapcm. 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengem Bangunan Gedung d i lokasi 

sedang adalab Banj^unan Gedung yang pada 

u m u m n y a terletak d i dsierab pe rmuk iman . 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung d i lokasi 

padat adalab Bangunan Gedung yang pada u m u m n y a 

terletak d i daerab perdagangan/pusat kota. 

Ayat (7) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung bert ingkat 

rendab adalab Bangunan Gedung yang memi l i k i 

j u m l a b lanta i sampai dcmgan 4 lanta i . 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung 

bert ingkat sedang adidab Bangunan Gedung yang 

memi l i k i j u m l a b lanta i m u l a i da r i 5 k in ta i sampai 

dengan 8 lanta i . 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung bert ingkat 

t inggi adalab Bangunan Gedung yang memi l ik i j u m l a b 

lanta i lebib dar i 8 lanta i . 

Ayat (8) 

C u k u p jelas 

Ayat (9) 

H u r u f a. 

Yang d imaksud deng;an Bangunan Gedung m i l i k 

negara adalab Bangunan Gedung u n t u k keper luan 

dinas yang menjadi/eikan menjadi kekayaan m i l i k 
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negara dan d iadakan dengan sumber pembiayaan yang 

berasal dar i dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau 

sumber pembiayaan Iain, seperti: gedung kantor dinas, 

gedung sekolab, gedung r u m a b sakit , gudang, r u m a b 

negara, dan Ia in- la in 

H u r u f b. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung m i l i k 

perorangan adalab Bangunan Gedung yang 

merupakan kekayaan m i l i k pr ibad i a tau perorangan 

dan d iadakan dengan sumber pembiayaan dar i dana 

pr ibad i a tau perorangan. 

H u r u f c. 

Yang d imaksud dengan Bangunan Gedung m i l i k 

badan usaba adalah Bangunan Gedung yang 

merupakan kekayaan; m i l i k badan usaba non 

pemerintab dan d iadakan dengan sumber pembiayaan 

dar i dana badan usaba non pemerintab tersebut. 

Pasal 9 

C u k u p jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 

C u k u p jelas 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p jelas 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "Surat bu;kti tentang status kepemi l ikan 

bangunan gedung" berupa dokumen keterangan dar i pemi l ik 

yang memuat informasi mengenai identitas pemi l ik , keterangan 

mengenai data bangunan gedung dan keterangan mengenai 

peroleban bangunan gedung. 



H u r u f c 

C u k u p jelas 

Ayat (3) 

C u k u p jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

C u k u p jelas 

Pasal 16 

C u k u p jelas 

Pasal 17 

C u k u p jelas 

Pasal 18 

C u k u p jelas 

Pasal 19 

C u k u p jelas 

Pasal 20 

C u k u p jelas 

Pasal 21 

C u k u p jelas 

Pasal 22 

C u k u p jelas 

Pasal 23 

C u k u p jelas 

Pasal 24 

<3ukup jelas 

Pasal 25 

C u k u p jelas 

Pasal 26 

C u k u p jelas 
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C u k u p jelas 

Pasal 28 

C u k u p jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

C u k u p jelas 

Pasal 31 

C u k u p jelas 

Pasal 32 

C u k u p jelas 

Pasal 33 

C u k u p jelas 

Pasal 34 

C u k u p jelas 

Pasal 35 

C u k u p jelas 

Pasal 36 

C u k u p jelas 

Pasal 37 

C u k u p jelas 

Pasal 38 

(2ukup jelas 

Pasal 39 

C u k u p jelas 

Pasal 40 

(3ukup jelas 

Pasal 4 1 

C u k u p jelas 

Pasal 42 

Glukup jelas 



Pasal 43 

Cukup jelas 

Pasal 44 

C u k u p jelas 

Pasal 45 

C u k u p jelas 

Pasal 46 

C u k u p je las 

Pasal 47 

C u k u p jelas 

Pasal 48 

C u k u p je las 

Pasal 49 

C u k u p jelas 

Pasal 50 

C u k u p je las 

Pasal 51 

C u k u p jelas 

Pasal 52 

C u k u p jelas 

Pasal 53 

C u k u p jelas 

Pasal 54 

C u k u p jelas 

Pasal 55 

C u k u p jelas 

Pasal !56 

C u k u p jelas 

Pasal 57 

C u k u p jelas 

Pasal ;58 

C u k u p jelas 



Pasal 59 

Cukup jelas 

Pasal 60 

Cukup jelas 

Pasal 6 1 

C u k u p jelas 

Pasal (52 

C u k u p jelas 

Pasal i53 

C u k u p jelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Cukup jelas 

Pasal 66 

C u k u p jelas 

Pasal 67 

C u k u p jelas 

Pasal i58 

C u k u p jelas 

Pasal 69 

C u k u p jelas 

Pasal 70 

C u k u p jelas 

Pasal 71 

C u k u p jelas 

Pasal 72 

C u k u p jelas 

Pasal 73 

C u k u p jelas 

Pasal 74 

C u k u p jelas 



Pasal 75 

C u k u p jelas 

Pasal 76 

C u k u p jelas 

Pasal 77 

C u k u p jelas 

Pasal 78 

C u k u p jelas 

Pasal 79 

Cukup jelas 

Pasal 80 

Cukup jelas 

Pasal 81 

C u k u p jelas 

Pasal 82 

C u k u p jelas 

Pasal 83 

Cukup jelas 

Pasal 84 

C u k u p jelas 

Pasal 85 

C u k u p jelas 

Pasal 86 

C u k u p jelas 

Pasal 87 

C u k u p jelas 

Pasal 88 

C u k u p jelas 

Pasal 89 

C u k u p jelas 

Pasal 90 

C u k u p jelas 



Pasal 91 

C u k u p jelas 

Pasal 92 

C u k u p jelas 

Pasal 93 

Cukup jelas 

Pasal 94 

Cukup jelas 

Pasal 95 

C u k u p jelas 

Pasal 96 

C u k u p jelas 

Pasal 97 

C u k u p jelas 

Pasal 98 

C u k u p jelas 

Pasal 99 

C u k u p jelas 

Pasal 100 

(Dukup jelas 

Pasal 101 

C u k u p jelas 

Pasal 102 

C u k u p jelas 

Pasal 103 

C u k u p jelas 

Pasal 104 

C u k u p jelas 

Pasal 105 

C^ukup jelas 

Pasal 106 

C u k u p jelas 



Pasal 107 

C u k u p jelas 

Pasal 108 

C u k u p jelas 

Pasal 109 

Cukup jelas 

Pasal 110 

Cukup jelas 

Pasal 111 

C u k u p jelas 

Pasal 112 

C u k u p jelas 

Pasal 113 

C u k u p jelas 

Pasal 114 

C u k u p jelas 

Pasal 115 

C u k u p jelas 

Pasal 116 

C u k u p jelas 

Pasal 117 

C u k u p jelas 

Pasal 118 

C u k u p jelas 

Pasal 119 

C u k u p jelas 

Pasal 120 

C u k u p jelas 

Pasal 121 

C u k u p jelas 

Pasal 122 

C u k u p jelas 
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Pasal 123 

C u k u p jelas 
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